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ABSTRACT
WASTE MANAGEMENT ACCOUNTABILITY IN URBAN SETUP
MAMUJU IN WEST SULAWESI PROVINCE

Anas

(ibnoahannas(@gmail.com)

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

This study was conducted to determine the accoutability of the
arrangement litter organization and mangement urban in Mamuju, West Sulawesi
province.

This study is a qualitative research, therefore, is becoming an instrument
of research is the interview guide which is expected to complete the data needed
to determine the shape and form of the arrangement litter control urban

Subjects were employees of the Department of Environment and Hygiene
Mamuju in West Sulawesi province and people. The data source consists of
primary data and secondary data. Primary data were obtained by interview to the
informant by using an interview guide, while secondary data obtained from the
literature and documents relating to accountability cf organization and mangement
litter urban arrangement of Mamuju in West Sulawesi province. Data were
analyzed using qualitative data analysis.

Data analysis resulst show the accountability of trash managemant in
Kabupaten Mamuju Province of West Sulawesi has already conducted in a good
practice, but no optimal yet,which there are still inicators that not in maximum...,
especially enchacement of rule and coordination with staje holder / society ( low
accountability and process accountability.

The result showed that accountability of litter organization and mangement
urban arrangement of Mamuju in West Sulawesi province is good, but not

optimal yet still no indicators that have a negative value / low, in terms of



maximizing a accountability of control garbage especially strengthen the rules and

the involvement of the public role.

Keywords: Accountability, organization and mangement, urban garbage



ABSTRAK

AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
KOTA KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT

Anas
(1ibnoahannas@gmail.com)

Program Pascasarjana Universitas Terbuka

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Akuntabilitas Penyelenggaraan
Pengelolaan sampah kota di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, oleh karena itu yang menjadi

instrument penelitian adalah panduan wawancara yang diharapkan dapat
melengkapi data yang dibutuhkan untuk mengetahui bentuk Penyelenggaraan
Pengelolaan sampah kota.
Subyek penelitian adalah pegawair Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dan masyarakat . Sumber data terdin
dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan
wawancara kepada nara sumber dengan menggunakan panduan wawancara,
sedangkan data sekunder diperoleh dari literature dan dokumen yang berhubungan
dengan akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kota di Kabupaten
Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Data dianalisis dengan menggunakan analisis
data kualitatif.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa akuntabilitas Penyelenggaraan
Pengelolaan sampah Kota Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat sudah
berjalan cukup baik, tetapi belum optimal, dimana masih ada indikator yang
belum maksimal pelaksanaannya terutama memperkuat aturan dan pelibatan peran

masyarakat (akuntabilitas hukum dan akuntabilitas proses).

Kata Kunci : Akuntabilitas, Penyelenggaraan dan pengelolaan, sampah kota,
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya provinsi sulawesi barat sebagai provinsi yang ke 32 dengan
Kabupaten Mamuju sebagai pusat pemerintahannya, membawa beberapa
konsekuensi antara lain ; (1) peningkatan pertumbuhan penduduk kota mamuju
secara signipikan baik melalui kelahiran maupun melalui proses urbanisasi, lebih-
lebih melalui proses migrasi antar kota, dan (2) Pola aktivitas masyarakat yang
semakin padat dan beragam seperti perkantoran, bisnis serta jasa lainnya yang
semakin ramai. Akibatnya akan berdampak langsung dan menimbulkan persoalan-
persoalan sosial dan lingkungan, salah satu persoalan perkotaan yang cukup
krusial adalah masalah sampah, sebagaimana disampaikan oleh Madjid : (2003 :
22). Hal yang sama juga dikatakan oleh Salahuddin (2005:44), berpendapat
bahwa salah satu faktor vang menyebabkan kurangnva estetika perketaan adalah
kurangnya pengendalian sampah dan rusaknva lingkungan hidup.

Di kabupaten Mamuju khususnva di area publik dan permukiman,
Sampah-sampah itu berserakan dibeberapa tempat, dibuang disembarang tempat
tanpa ada kekhawatiran sampah tersebut akan mempengaruhi citra penduduk kota
secara umum, hal tersebut dapat terlihat pada area- area publik seperti taman-
taman kota, anjungan pantai dan ruang terbuka lainnya bahkan di jalan-jalan kota
yang padat, pengendara dengan seenaknya membuang sampah.

Berdasarkan pengamatan peneliti sebelum tahun 2017 area publik seperti taman

dan anjungan tidak memiliki tempat sampah yang refresentatif (terdiri dari 3 bin



sampah dalam | unit), begitu juga pada mobil-mobil angkutan dan pribadi, rata-
rata tidak memiliki kotak sampah.

Belum lagi beberapa orang (rumah tangga) yang berada dikawasan
perumahan-perumahan yang memanfaatkan pinggir jalan permukiman dan
drainase primer sebagai TPS (tempat pembuangan sementara) sampah, sampah —
sampah tersebut disatukan di kantong plastik kemudian ditumpuk dan dibiarkan
begitu saja tanpa diawasi sehingga jika terdapat binatang seperti anjing, kambing ,
ayam dan sapi maka sampah—sampabh tersebut akan terhambur.

Dibeberapa tempat permukiman penduduk (rumah tangga) yang memiliki
tempat sampah juga tidak kalah kotomya, selain jumlah tempat sampah yang tidak
sesuai dengan standar minimal (tabel 1.1) tempat sampah tempat-tempat sampah
banyak yang tampak lusuh, kumal, kotor dan tidak tertata rapi serta tanpa penutup,
menyebarkan bau yang tidak sedap sehingga lalat mudah hinggap. Nasib serupa
terlihat di kontainer-kontainer sampah yang disediakan pemda di pasar-pasar dan
lokasi permukiman.

Tavel 1.1
Jumlah Unit Rumah Tangga di Kabupaten Mamuju dan Jumlah Wadah Sampah
Berdasar Angka Proyeksi

Unit Rumah Wadah Sampah
No Kecamatan Tangga (2017)

2013 2017 Kondisi Standar
1 | Tappalang 3.195 3.470
2 | Tappalang Barat 1.611 1.750
3 | Mamuju 1.082 11.174 9.679 23914
4 | Simboro 4287 4.659 3.154 9.318
5 | Balak-balakang 418 454
6 | Kalukku 8.959 9.735
7 | Papalang 3.800 4.130
8 | Sampaga 2.496 2.712




9 | Tommo | 3555 | 3863
10 | Kalumpang 1905 | 2070
11 | Bonehau 1543 | 1676

Jumlah 1138.698 | 133.560

Sumber : Hasil perhitungan Team PTMP 2015

Dari segi koordinasi antar instansi pemerintah juga mengalami

permasalahan, adanya peraturan pemerintah yang terbaru mengenai kelembagaan
baru dipemerintahan daerah yang semula kegiataan penataan kawasan
permukiman dan kebersihan dibawah 1 (satu) naungan Satuan Kerja Perangkat
Daerah Dinas (SKPDD), kini terbagi menjadi 3 (tiga) SKPD yaitu bagian
kebersihaan dan pengelolaan sampah/lingkungan berada di SKPD DLHK, bagian
penataan kawasan permukiman berada di SKPDD permukiman dan perumahan
dan bagian penataan fungsi-fungsi kota dan kawasan strategis berada di SKPDD
pekerjaan umum dan penataan Ruang.
Tentu hal tersebut menyebabkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan
sampah yang bila dikaitkan dengan kebersihan kota akan sedikit tidak terfokus
pada satu SKPD seperti semula tetapi harus sejalan dengan kebijakan dimasing-
masing SKPDD tersebut. Koordinasi dan singkronisasi program adalah kunci
dalam mewujudkannya.

Wawancara dengan pihak DLHK Kabupaten Mamuju, khususnya dari segi
pembiayaan, setiap tahunnya mengalami tren peningkatan, pada tahun 2015
berkisar Rp 4 milyar rupiah, tahun 2016 berkisar Rp 8 milyar rupiah saat masih
penggambungan dinas, dan tahun 2017 berkisar Rp 5 milyar rupiah. Trend kinerja
pun cukup meningkat, berdasarkan jumlah armada yang dimiliki, perkiraan
sampah yang diangkut pada tahun 2014 adalah sebesar 65.520 Ton, tahun 2015

sebesar 66,980 Ton dan tahun 2017 ini diperkirakan berkisar 73,800 Ton. jumlah



Tonase sampah tersebut belum termasuk sampah yang berada dan mengotori
saluran drainase primer, sungai dan laut.

Tabel 1.2.
Dana Alokasi Dan Peningkatan Jumlah Sampah 2014 -2017

Jumlah Alokasi Dana
Nomor Tahun Produksi ; xs 1000) Keterangan
Sampah (ton) =P
| 2014 65.520 4.000.000 Dinas Tarkimber
2 2015 66.980 4.000.000 Dinas Tarkimber
3 2016 69.100 8.000.000 Dinas Tarkimber
4 2017 73.800 5.000.000 Bidang Kebersihan
DLHK

Sumber data : PTMP dan Wawancara DLHK

Dari segi layanan harian yang terlihat dilapangan, pada umumnya
Penyelenggaraan Pengelolaan sampah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan
(pola ambil, angkut dan buang sudah terealisasi dengan baik) sebagaimana
misalnya pada tahun 2015 dibeberapa tempat kontainer-kontainer sampah yang
disediakan banyak yang tidak terangkut selama 5-7 hari, pada tahun 2016 - 2017
sampah-sampah kontainer tersebut sudah mulai terangkut penuh dalam 2-3 hari,
hanya yang menjadi kekurangan adalah pemilahan dan pengolahan sampah
seharusnya dilakukan, baik itu dilakukan oleh DLHK di area TPA ataupun
perlibatan masyarakat di TPS3R (UU No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah / PP 81 tahun 2012 tentang Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis

Rumah Tangga).



Skema 1.1
Skema Pelaksanaan Pengelolaan Sampah DLHK Kabupaten Mamuju
(pola ambil, angkut, buang)

TIMBULAN SAMPAH.
KONTAINER atau BIN
I SAMPAH
MOTOR TRUK
SAMPAH SAMPAH
\ 4
KONTAINER
PASAR/TPS/
PERMUKIMAN/DLL
1 PENGANGKUTAN e

- y

TPA
(OPEN Dumping)

Dari segi kepuasan masyarakarat terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan

dan penanganan sampah yang dilakukan oleh pemda dalam beberapa tahun ini
juga mengalami peningkatan meskipun belum memenuhi harapan, ha! in1 dapat
dilihat dan protes — protes (biasanya karena bau busuk) masyarakat tentang
sampah yang belum terangkut atau penempatan kontainer di area permukiman, via
telepon yang biasanya langsung ke lurah, camat dan DLHK atau ke Bupati,

Untuk menilai permasalahan-perimasalah rumit dan dilematis tersebut
diatas, maka peneliti akan meninjau peran dan tanggung jawab lembaga (DLHK
Kabupaten Mamuju) melalui aspek akuntabilitas penyelenggaraan pengelolaan

sampah yang selama ini telah dilaksanakan, serta peran masyarakat sebagai



penerima layanan, sekaligus sebagai bagian dalam penyelenggaraan pengelolaan
persampahan tersebut.

Harus diakui keberadaaan akuntabilitas (penyelenggaraan pengelolaan
sampah) begitu vital terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, demokratis dan amanah, kelembagaan pemerintahan yang berakuntabilitas
publik berarti lembaga tersebut senantiasa dapat mempertanggungjawabkan segala
kegiatan yang diamanatkan kepada lembaga tesebut. Selain itu dengan
akuntabilitas diartikan bahwa suatu instansi pemerintah telah menetapkan dan
mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas terhadap program kerja yang
telah, sedang, atau yang akan dijalankan. Dengan akuntabilitas juga akan dapat
diukur bagaimana mereka menyelenggarakan dan mempertahankan (memegang)
tanggungjawab mereka terhadap pencapaian hasil.(sankri, 2004:476). Akuntabiltas
dapat diformalkan melalui Undang-Undang, aturan, peraturan, dan pemerintah
pengadilan atau didasarkan pada sejumlah pemeriksaan dan keseimbangan informal
yvang dikembangkan melalui konotasi langsung, rumor dukungan, ancaman oposisi
atau tipe rumusan iain vang dipahami nainun tak tertulis {(Manggaukang, 2006 dalam
zulkifli naharuddin 2014 :1).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti menyusun tesis, yang
mengambil judul “Akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kota di

Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan
dalam penelitian ini adalah Bagaimana  akuntabilitas  Penyelenggaraan

Pengelolaan sampah kota di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat ?



C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui

akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan sampah di Kabupaten Mamuju

Provinsi Sulawesi Barat.

D. Kegunaan Penelitian

l.

(N

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap perkembangan ilmu administrasi publik berkaitan dengan
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kota di Kabupaten
Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

Secara praktis, hasil penelitian in1 juga diharapkan berguna sebagai
sumbangan pemikiran dan bahan dalam pengambilan kebijakan bagi
Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas
Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kota di Kabupaten Mamuju Provinsi

Sulawesi Barat.
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori
1. Defenisi Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas menurut salim (1987:16) berasal dari istilah dalam
bahasa Inggris accountability yang berarti pertanggunganjawabaan atau keadaan
untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggunganjawab.

Akuntabilitas (accountability) yaitu berfungsinya seluruh komponen
penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya
masing-masing. Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada
otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap
masyarakat fuas dalam suatu organisasi (Syahrudin Rasul, 2002:8).
Akuntabilitas merupakan konsep yang kompiek yang lebih sulit mewujudkannya
dart pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga
sektor publik untuk lebth menekan pada pertanggungjawaban horizontal
(masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih
tinggt). (Tumer and Hulme, 1997). Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen
untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan
publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Menurut Dubnick (2001:22), akuntabilitas publik secara tradisional
dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan
perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat

memberikan jawaban (answerability) kepada sejumlah otoritas eksternal. Menurut



Romzek dan Ingraham akuntabilitas publik dalam arti yang paling fundamental
merujuk kepada kemampuan menjawab kepada seseorang terkait dengan kinerja
yang diharapkan. Seseorang yang diberikan jawaban ini haruslah seseorang yang
memiliki legitimasi untuk melakukén pengawasan dan mengharapkan kinerja.
Selain penjabaran tersebut diatas berikut ini beberapa pengertian dari
akuntabilitas. Akuntabilitas adalah suatu peningkatan dar rasa tanggung jawab,
suatu yang lebih tinggi mutunya dar suatu tanggung jawab sehingga memuaskan
atasan. Selain itu akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai orang lain
karena kualitas performannya menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggung
jawab. Menurut Elliot (2007:13) akuntabilitas adalah cocok atau sesuai dengan
yang diharapkan oleh orang lain dan menjelaskan dan mempertimbangkan kepada
orang lain tentang keputusan dan tindakan yang diambil. Akuntabilitas menurut
Lessinger (2000 : 34), adalah kajian hubungan antara apa yang sudah dilakukan
sekolah dengan dana vang digunakan dengan hasii belajar yang diperoleh.
Pengertian akuntabilitas ini memberikan suatu petunjuk sasaran pada
hampir semua reformasi sektor publik dan niendorong pada munculnya wekanan
untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan untuk menjamin
kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip akuntabilitas adalah merupakan
pelaksanaan pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh
pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan
kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama
berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam

pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan 1tu.
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Pengertian akuntabilitas menurut Lawton dan Rose (2001 : 55) dapat
dikatakan sebagai sebuah proses dimana seorang atau sekelompok orang yang
diperlukan untuk membuat laporan aktivitas mercka dan dengan cara yang mereka
sudah atau belum ketahui untuk melaksanakan pekerjaan mereka.

2. Tipe-Tipe, Dimensi dan Indikator Akuntabilitas
Akuntabilitas dibedakan menjadi beberapa tipe, diantaranya menurut Rosjidi
(2001:145) jenis akuntabilitas dikategorikan menjadi dua tipe yaitu :

a. Akuntabilitas Internal.

Berlaku bagi setiap tingkatan organisasi internal penyelenggara
pemerintah negara termasuk pemerintah dimana setiap pejabat atau
pengurus publik baik individu maupun kelompok secara hierarki
berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya
langsung mengenai perkembangan kinerja kegiatannya secara
periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan
dani akuntabilitas internal pemerintah tersebut telah diamanatkan
dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Instansi Pemerintah (AKIP).

b. Akuntabilitas Eksternal.

Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organtsasi untuk
mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan
dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan
kepada pihak eksternal lingkungannya.

Mardiasmo (2010 :23) menyebutkan akuntabilitas dipahami sebagai

kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan
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pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi
amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut.  Selanjutnya, Mardiasmo (2006 :5) juga
menyebutkan bahwa akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu :

a. Akuntabilitas Vertikal (vertical accountability). Pertanggungjawaban
vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada
otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja
(dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah

daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

b. Akuntabilitas Horizontal (horizontal
accountability). Pertanggungjawaban horizontal

adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Ellwood (1963) dalam Garini (2011:22) menjelaskan bahwa terdapat empat
dimenst akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik (badan
hukum), yaitu :

a. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum.
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan
jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum terkait
dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

b. Akuntabilitas Proses.
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah

digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal
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berikut :

a.
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kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen
dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan
melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan
murah biaya.

Akuntabilitas Program.

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan
yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah
mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang
optimal dengan biaya yang minimal. Dengan kata lain bahwa
akuntabilitas program menunjukkan agar program-program
organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang
mendukung strategi dan pencapaian visi,misi dan tujuan organisasi
Akuntabilitas Kebijakan.

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan petanggungjawaban pembina,
pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

dimensi Akuntabilitas, maka dapat diturunkan indikator sebagai

Akuntabilitas hukum dan kejujuran
1) Kepatuhan terhadap hukum

2) Penghindaran korupsi dan kolusi

b. Akuntabilitas proses

1) Adanya kepatuhan terhadap prosedur
2) Adanya pelayana publik yang responsif

3) Adanya pelayanan publik yang cermat



C.

d.

4) Adanya pelayanan publik yang biava murah

Akuntabilitas program

1) Alternatif program yang memberrikan hasil yang optimal
2) Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat
Akuntabilitas kebijakan

1) Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil

3. Sifat Akuntabilitas dan ciri Akuntabiliias Pemerintahan

Akuntabilitas dapat dipandang dari beberapa prespektif, salah satunya dari

prespektif fungsional yaitu akuntabilitas yang dilihat dari lima tahap yang berbeda

yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif

(legal compliance) ketahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran

subjektif, Yaitu :

a.

Probility and legality accountabilitv Hal in1 menyangkut pertanggung
jawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah distujui
dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (compliance)
Process accountability dalam hal ini digunakan prosedur, proses, atau
ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan
(planning, allocation, and managing)

Performance accountability pada level ini apakah kegiatan telah
dilakukan sudah efisien (efficient and economy)

Program accontability disini akan disoroti penetapan dan pencapaian
tujuan yang telah ditetapkan tersebut (outcomes and effektiveness)
Policy accountability dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai

kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (value)



Herman Finner (1941) dalam joko widodo (2011 : 67) menjelaskan
akuntabilitas sebagai suatu konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang
menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi dan masyarakat luaslah yang
menentukan dan menilai accountable atau tidaknya sebuah birokrasi
pemerintahan. Terdapat ciri pemerintahan yang akuntabel antara lain :

a. Mampu menyediakan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara

terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat

b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada publik

c. Mampu menjelaskan dan mempertanggung jawabkan setiap kebijakan

publik secara proporsional -

d. Mampu memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam

proses pemerintahan dan pembangunan

e. Adanya sasaran bagi publik untuk menilai kinerja (performance)

pemerintah dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat
menilai derajat pencapaian pelaksanaan program /kegiatan
pemerintahan

4. Pengertian Sampah dan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

Pengertian Penyelenggaraan Pengelolaan sampah jika di tinjau dari aspek
pengeloaan sampah menurut Undang-undang No 18 tahun 2008 tentang
pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga adalah
kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi :

a. penanganan meliputi :

1) Pembatasan timbulan sampah

2) Pendaur ulang sampah



3) Pemantaatan kembali sampah
b. pengurangan sampah meliputi :

1) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah
sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;

2) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah
dart sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau
tempat pengolahan sampah terpadu;

3) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber
dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari
tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan
akhir;

4) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan
jumlah sampah; dan/atau

5) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah
dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan
secara aman.

Didalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah, disebutkan bahawa sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia
atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau
anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak
berguna lagi dan dibuang kelingkungan.

Sampah adalah bahan sisa baik bahan-bahan yang tidak berguna lagi
(barang bekas) maupun barang yang sudah tidak diambil bagian utamanya lagi.

Dari segi lingkungan, sampah adalah bahan buangan yang tidak berguna dan



banyak menimbulkan masalah pencemaran dan gangguan pada kelestarian
lingkungan (Nur Aini Ulin Hikmah, 1999).

Menurut Kamus Istilah Lingkungan, 1994; sampah adalah bahan yang
tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam
pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan
manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan.

Sampah padat yang bertumpuk banyak tidak dapat diurai oleh
mikroorganisme pengurai sehingga dalam waktu lama akan mencemari tanah.
Sampah ialah bahan yang tidak dipakai lagi (refuse) karena telah diambil bagian
utamanya dengan pengolahan ( A. Tresna Sastrawijaya, 1991).

Para ahli keschatan masyarakat Amerika membuat batasan, sampah
(waste) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau
sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi
dengan sendirinya. Dari batasan ini jelas bahwa sampah adalah hasil kegiatan
manusia yang dibuang karena sudah tidak berguna. Dengan demikian sampah
mengandung prinsip sebagai berikut :

e Adanya sesuatu benda atau bahan padat
e Adanya hubungan langsung/tidak langsung dengan kegiatan manusia

e Benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi (Notoatmojo, 2003)

Pengertian sampah menurut SNI 13-1990-F tentang Tata Cara Pengelolaan
Teknik Sampah Perkotaan didefinisikan sebagai limbah yang bersifat padat,
terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan
harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi

pembangunan. Sampah yang merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia



telah menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks, antara lain

(Tchobagnolous, 1993) :

a.

b.

Masalah estetika dan kenyamanan.

Merupakan sarang atau tempat berkumpulnya berbagai binatang yang
dapat menjad: vektor penyakit.

Menyebabkan terjadinya polusi udara, air dan tanah.

Menyebabkan terjadinya penyumbatan saluran-saluran air buangan

dan drainase.

Meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan munculnya permasalahan

sampah di perkotaan. Permasalahan sampah umumnya terjadi pada setiap kota di

Indonesia, diantaranya adalah (Tchobanoglous, 1993) :

a.

Bertambah kompleksnya masalah persampahan sebagai konsekuensi

logis dari pertambahan penduduk kota.

. Peningkatan  kepadatan  penduduk  memerlukan  peningkatan

metode/pola pengelolaan sampah yang lebih baik.

Keheterogenan tingkat sosial budaya penduduk kota.

. Situasi dana serta prioritas penanganan relatif rendah dart pemerintah

daerah.
Pergeseran teknik penanganan makanan.

Keterbatasan sumber daya manusia untuk menangani masalah sampah.

. Pengembangan perancangan peralatan persampahan yang sangat

lambat.

. Partisipasi masyarakat umumnya masih kurang terarah dan

terorganisasi secara baik.



1. Konsep pengelolaan persampahan yang kadangkala tidak cocok untuk
diterapkan, serta kurang terbukanya kemungkinan modifikasi konsep
tersebut di lapangan.

Sampah menurut sumbernya berasal dari beberapa tempat, yakni :

a. Pemukiman penduduk
Sampah yang dthasilkan dari kegiatan atau lingkungan rumah tangga
atau sering disebut dengan istilah sampah domestik. Dari kelompok
sumber ini umumnya dihasilkan sampah berupa sisa makanan, plastik,
kertas, karton / dos, kain, kayu, kaca, daun, logam, dan kadang-kadang
sampah berukuran besar seperti dahan pohon. Praktis tidak terdapat
sampah yang biasa dijumpai di negara industri, seperti mebel, TV
bekas, kasur dll. Kelompok ini dapat meliputi rumah tinggal vang
ditempati oleh sebuah keluarga, atau sekelompok rumah yang berada
dalam suatu kawasan permukiman, maupun unit rumah tinggal vang
berupa rumah susun. Dari rumah tinggal juga dapat dihasilkan sampah
golongan B3 (bahan berbahaya dan beracun), seperti misalnya baterei,
lampu TL (tubular lamp), sisa obat-obatan, oli bekas, dli.

b. Sampah dari daerah komersial
Sumber sampah dari kelompok ini berasal dari pertokoan, pusat
perdagangan, pasar, hotel, perkantoran, dll. Dari sumber ini umumnya
dihasilkan sampah berupa kertas, plastik, kayu, kaca, logam, dan juga
sisa makanan. Khusus dari pasar tradisional, banyak dihasilkan sisa

sayur, buah, makanan yang mudah membusuk. Secara umum sampah
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dari sumber ini adalah mirip dengan sampah domestik tetapi dengan
komposisi yang berbeda.

¢. Sampah dari perkantoran / institusi
Sumber sampah dari kelompok ini meliputi perkantoran, sekolah,
rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, dll. Dari sumber ini potensial
dihasilkan sampah seperti halnya dari daerah komersial non pasar.

d. Sampah dari jalan / taman dan tempat umum
Sumber sampah dari kelompok ini dapat berupa jalan kota, taman,
tempat parkir, tempat rekreasi, saluran darinase kota, dll. Dari daerah
ini umumnya dihasilkan sampah berupa daun / dahan pohon, pasir /
lumpur, sampah umum seperti plastik, kertas, dll.

e. Sampah dari industri dan rumah sakit yang sejenis sampah kota
Kegiatan umum dalam lingkungan industri dan rumah sakit tetap
menghasilkan sampah sejenis sampah domestik, seperti sisa makanan,
kertas, plastik, dll. Yang perlu mendapat perhatian adaiah, bagaimana
agar sampah yang tidak sejenis sampah kota tersebut tidak masuk dalam
sistem pengelolaan sampah kota.

f.  Pertanian
Sampah dihasilkan dari tanaman dan binatang. Dan daerah pertanian ini
misalkan sampah dari kebun, kandang, ladang, dan sawah. Sampah
yang dihasilkan dapat berupa bahan-bahan makanan yang membusuk,
sampah pertanian, pupuk maupun bahan pembasmi serangga tanaman.

Berdasarkan informasi tersebut diatas maka jenisnya, sampah dapat

digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut :
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Sampah organik, adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan
hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable.
Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami.
Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik.
Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa
makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung,
sayuran, kulit buah, daun dan ranting. Selain itu, pasar tradisional juga
banyak menyumbangkan sampah organik seperti sampah sayuran,
buah-buahan dan lain-lain.

Sampah Anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan
non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi
pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi :
sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah
kertas. sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar
anorganik tidak dapat diurai oleh alam/ mikroorganisme secara
keseluruhan (unbiodegradable). Sementara, sebagian lainnya hanya
dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat
rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan
kaleng, (Gelbert dkk, 1996).

Sampah B3 (bahan berbahaya dan beracun) sampah jenis ini
memerlukan penangan tersendiri dan khusus dikarenakan kandungan
kimia dan material pembuatannya, sampah jenis ini biasanya dihasilkan
dari rumah sakit-rumah sakit seperti perban luka, jarum suntik bekas,

botol serum obat, obat-obat kadaluwarsa dan lain-lain.
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Salah satu cara pengurangan sampah dari sumbernya adalah dengan
metode pengelolaan 3R, 4-R atau 5-R. Pengurangan sampah metode 3-R adalah
konsep pengurangan sampah ~dengan cara Reduce (mengurangi), Rewuse
(menggunakan kembali), Recvele (mendaur ulang sampah), sedangkan 4-R
ditambah Replace (mengganti) mulai dari sumbernya. Prinsip 5-R selain 4 prinsip

tersebut di atas ditambah lagi dengan Replant (menanam kembali).

Gambar 2.1.

Simbol 3R (Reduce, Reuse dan Recvcle)

3z, Reduce (mengurangi penggunaan)

Prinsip Reduce dilakukan dengan cara sebisa mungkin melakukan
minimalisasi barang atau material yang digunakan. Semakin banyak kita
menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan.

Menurut Suyoto (2008) tindakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan
program reduce:

e Hindari pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan

sampah dalam jumlah besar

e Gunakan kembali wadah/kemasan untuk fungsi yang sama atau

fungsi lain

¢ Gunakan baterai yang dapat di charge kembali



Jual atau berikan sampah yang terpilah kepada pihak vang

memerlukan

Ubah pola makan {pola makan sechat : mengkonsumsi makanan

segar, kurangi makanan kaleng/instan)
Membeli barang dalam kemasan besar (versus kemasan sacher)

Membeli barang dengan kemasan yang dapat di daur ulang (kertas,

daun dan lain-lain)

Bawa kantong/tas belanja sendiri ketika berbelanja
Tolak penggunaan kantong plastik

Gunakan rantang untuk tempat membeli makanan
Pakai serbet/saputangan kain pengganti tisu

Kembali kepemakaian popok kain bagi para ibu

b. Reuse (menggunakan ulang)

Prinsip rew<e dilakukan dengan cara sebisa mungkin memilih barang-

barang vang bisa dipakai kembali. Dan juga menghindari pemakaian barang-
barang yang hanya sekali pakai. Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian

barang sebelum ia menjadi sampah.

Menurut Suyoto (2008) tindakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan

program reuse:

Pilih produk dengan pengemas yang dapat didaur ulang
Gunakan produk yang dapat diisi ulang (refill)
Kurangi penggunaan bahan sekali pakat

Plastik kresek digunakan untuk tempat sampah



* Kaleng/baskom besar digunakan untuk pot bunga atau tempat

sampah

e Gelas atau botol -plastik untuk pot bibit, dan macam-macam

kerajinan
¢ Bekas kemasan plastik tebal isi ulang digunakan sebagai tas
e Styrofoam digunakan untuk alas pot atau lem
J ?otongan kain/baju bekas untuk lap, keset, dan lain-lain
e Majalah atau buku untuk perpustakaan
e Kertas koran digunakan untuk pembungkus

c. Reycle (daur ulang)

Prinsip recvele dilakukan dengan cara sebisa mungkin, barang-barang
yang sudah tidak berguna lagi, bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur
ulang, namun saat ini sudah banyak industri non-formal dan industri rumah tangga

vang memanfaatkan sampah menjadi barang lain.

Menurut Suyoto (2008) tindakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan

program recycle:
e Mengubah sampah plastik menjadi souvenir
e Lakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos
e Mengubah sampah kertas menjadi lukisan atau mainan miniatur

Mengurangi sampah dari sumber timbulan, di perlukan upaya untuk mengurangi
sampah mulai dari hulu sampai hilir, upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam

mengurangi sampah dari sumber sampah (darihulu) adalah menerapkan prinsip



3R. Dan tangung jawab pelaksanaan 3R saat ini lebih di bebankan kepada peran
serta masyarakat melalui kelompok swadaya masarakat TPS 3R.
Selain upaya pengurangan sampah sebagaiman tersebut diatas maka dalam PP
Nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah
sejenis rumah tangga juga diatur mengenai penanganan sampah yaitu sebagai
berikut
a. Pemilahan
Tindakan pemilahan sampah adalah tindakan pemisahan sampah yang
dilakukan di sumbernya berdasarkan jenis sampah yaitu organik,
anorgnik dan B3 dalam masing-masing wadah
b. Pengumpulan
Pengumpulan sampah adalah pengumpulan yang dilakukan oleh
petugas kebersihan dari wadah-wadah sampah dimasing-masing rumah
tangga
c. Pengangkutan
Sampah-sampah yang diambil dari wadah sampah kemudian diangkut
menggunakan truk sampah, motor sampah, atau kendaraan jenis lainnya
d. Pengolahan
Sebelum sampah tersebut dibuang TPA sampah maka dilakukan
pengolahan terlebih dahulu seperti pengomposan, pemadatan, atau
pendauran ulang.
e. Pemrosesan akhir sampah
TPA adalah tempat pemrosesan akhir sampah yang merupakan tempat

bermuaranya seluruh sampah kota untuk kemudian diurug.
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Tugas dan fungsi pelaksana kegiatan tersebut sebagian besar menjadi kewenangan

dinas lingkungan hidup dan kebersihan kabupaten.

5. Perencanaan Teknis Dan Manajemen Persampahan (PTMP)

Pengelolaan sampah dalam sistem PTMP ini adalah pengaturan yang
berhubungan dengan Penyelenggaraan Pengelolaan timbulan sampah,
penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan
pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik
mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan
pertimbangan lingkungan yang lain dan juga tanggap terhadap perilaku massa.
Pengelolaan persampahan mempunyai tujuan yang sangat mendasar yang meliputi
meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat, melindungi sumber daya
alam (air), melindungi fasilitas sosial ekonomi dan menunjang sektor strategis
(Rahardyan Dan Widagdo 2005).

Sistem pengelolaan sampah perkotaan (menjadi dasar akuntabiltas
pemgendalian sampah pemerintah daerah) pada dasarnya dilihat sebagai
komponen-komponen sub sistem yang saling mendukung satu sama lain untuk
mencapai tujuan yaitu kota yang bersih, sehat dan teratur (Syafrudin dan
Priyambada 2001).

Di dalam dokumen PTMP Kabupaten Mamuju (2015) disebutkan bahwa
komponen-komponen Penyelenggaraan Pengelolaan sampah akan terwujud dan
berhasil jika kelima sistem ini dapat berjalan sebagai berikut (Kodoatie, 2003:217)

a. Sub sistem teknis Operasional (sub sistem teknik),



Aspek Teknis Operasional merupakan komponen vang paling dekat dengan
obyek persampahan. Menurut Hartoyo (1998:6), perencanaan sistem persampahan
memerlukan suatu pola standar spesifikasi sebagai landasan yang jelas.
Spesifikasi yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 19-
2454-2002 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman.

Aspek Teknik Operasional merupakan salah satu upaya dalam mengontrol
pertumbuhan sampah, namun pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan
pertimbangan kesehatan, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan
lingkungan (Tchobanoglous,1997:363).

Faktor yang paling mempengaruhi efektifitas tingkat pelayanan adalah kapasitas
peralatan, pola penampungan, jenis dan sifat bahan dan lokasi penempatan (SNI
19-2454-2002).

Pengumpulan sampah adalah cara proses pengambilan sampah mulai dari tempat
penampungan sampah sampai ke tempat pembuangan sementara. Pola
aensumpuian sampah pada dasarnya dikelompokkan dalam 2 (dua) yaitu pola
individuai dan pola komunal (SNI 19-2454-2002).

Proses pemindahan sampah adalah memindahkan sampah hasil pengumpulan ke
dalam alat pengangkutan untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. Tempat
yang digunakan untuk pemindahan sampah adalah depo pemindahan sampah yang
dilengkapi dengan container pengangkut dan atau ram dan atau kantor, bengkel
(SNI 19-2454-2002). Pemindahan sampah yang telah terpilah dari sumbernya
diusahakan jangan sampai sampah tersebut bercampur kembali (Widyatmoko dan

Sintorini Moerdjoko, 2002:29).



Pengangkutan adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan di
tempat penampungan sementara atau dari tempat sumber sampah ke tempat
pembuangan akhir. Berhasil tidaknya penanganan sampah juga tergantung pada
sistem pengangkutan yang diterapkan. Pengangkutan sampah yang ideal adalah
dengan fruck container tertentu yang dilengkapi alat pengepres, sehingga sampah
dapat dipadatkan 2-4 kali lipat (Widyatmoko dan Sintorini Moerdjoko, 2002:29).
Menurut SNI 19-2454-2002 tentang Teknik Operasional Pengelolaan Sampah
Perkotaan, secara umum teknologi pengolahan sampah di TPA dibedakan menjadi
3 metode yaitu :
1) Metode Open Dumping

Merupakan sistem pengolahan sampah dengan hanya membuang/

menimbun  sampah disuatu tempat tanpa ada perlakukan

khusus/pengolahan sehingga sistem ini sering menimbulkan gangguan

pencemaran lingkungan.

Dan sejak tahun 2013 sistem i sudzh tidak dipergunakan lagi, karena

mencemari lingkungan dan air tanah permukiman

2) Metode Controlled Landfill (Penimbunan terkendali)
Controlled Landfill adalah sistem open dumping yang diperbaiki yang
merupakan sistem pengalihan open dumping dan sanitary landfill yaitu
dengan penutupan sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah TPA
penuh yang dipadatkan atau setelah mencapai periode tertentu.

3) Metode Sanitary landfill (Lahan Urug Saniter)



Sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah
ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah sebagai

lapisan penutup.

b. Sub sistem organisasi dan manajemen (Kelembagaan),

Untuk operasionalisasi kebijakan maka dari aspek kelembagaan menetapkan
beberapa strategi dalam mengatasi masalah persampahan, meningkatkan status
dan kapasitas institusi pengelola, meningkatkan kinerja institusi pengelola
persampahan, meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemangku
kepentingan lain serta meningkatkan kualitas SDM manusia (Anonim, 2006: 18).
Organisasi dan manajemen merupakan suatu kegiatan yang multi disiplin yang
bertumpu pada prinsip teknik dan manajemen yang menyangkut aspek-aspek
ekonomi, sosial budaya dan kondisi fisik dan estetika wilayah kota dan
memperhatikan pihak yang dilayani yaitu masyarakat kota. Perancangan dan
pemilihan organisas: disesuaikan dengan perzturan pemerintah yang membinaniz
pola sistem operasional vang diterapkan. kapasitas kerja sistem dan lingkup mugas
pokok dan fungs: vang harus ditangani (Rahardyan dan Widagdo, 2005).

Menurut Syafrudin dan Priyambada (2001), bentuk kelembagaan pengelola
sampah disesuaikan dengan kategori kota. Adapun bentuk kelembagaan tersebut
adalah sebagai berikut :
1) Kota Raya dan kota besar (jumlah penduduk > 1.000.000 jiwa) bentuk
lembaga pengelola sampah yang dianjurkan berupa perusahaan daerah
atau dinas tersendiri.

2) Kota sedang 1 dengan jumlah penduduk 250.000 jiwa - 500.000 jiwa

atau ibu kota propinsi berupa dinas tersendiri.



29

3) Kota sedang 2 dengan jumlah penduduk 100.000 jiwa - 250.000 jiwa
atau kota/kotif berupa dinas/suku dinas atau UPTD dinas pekerjaan
umum atau seksi pada dinas pekerjaan umum.

4) Kota kecil dengan jumlah penduduk 20.000 jiwa - 100.000 jiwa berupa

UPTD dinas pekerjaan umum atau seksi pada dinas pekerjaan umum.

c. Sub sistem hukum dan Peraturan (sub sistem Hukum),

Hukum dan peraturan didasarkan atas kenyataan bahwa negara indonesia
adalah negara hukum, dimana sendi-sendi kehidupan bertumpu pada hukum yang
berlaku. Manajemen persampahan kota di Indonesia membutuhkan kekuatan dan
dasar hukum, seperti dalam pembentukan organisasi, pemungutan retribusi,
ketertiban masyarakat, tanggung jawab masing-masing instansi, individu dan
sebagainya.

Menurut Rahardyan dan Widagdo (2005), peraturan yang diperlukan dalam
nenvelengaraan sistem pengelolaan sampah di perkotaan antara iain adaiah
moncaii enlkeng:

1) Ketertiban umum vang terkait dengan penanganan persampahan

2) rencana induk pengelolaan sampah kota

3) bentuk lembaga dan organisasi pengelola

4) tata cara penyelengaraan pengelolaan

5) tarif jasa pelayanan atau retribusi

6)  kerjasama dengan berbagai pihak terkait, diantaranya kerjasama

antar daerah atau kerjasama dengan pihak swasta

d. Sub sistem Pembiayaan (sub sistem finansial)
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Pembiayaan merupakan sumber dava penggerak agar pada roda sistem
pengelolaan persampahan di kota tersebut dapat bergerak dengan lancar. Sistem
pengelolaan persampahan di Indonesia lebih diarahkan pada pembiayaan sendiri
termasuk membentuk perusahaan daerah.
Masalah umum yang sering dijumpai dalam sub sistem pembiayaan adalah
retribusi yang terkumpul sangat terbatas dan tidak sebanding dengan biaya
operasional , dana pembangunan di daerah berdasarkan skala prioritas,
kewenangan dan struktur organisasi yang ada tidak berhak mengelola dana sendiri
dan penyusunan tarif retribusi tidak didasari metode yang benar.
Menurut Syafaruddin dan Priyambada (2001), besaran retribusi sampah
adalah 1 % dart penghasilan per rumah tangga. Dengan demikian besaran retribusi
sampah bervariasi sesuai tingkat pendapatan, makin tinggt pendapatan suatu
rumah tangga maka makin besar retribusi yang harus mereka bayarkan karena
makin tinggi tingkat ekonomi seseorang makin besar sampah yang mereka
Pada dasammya pemerintah peric meianunan ic.0bosan kebijakan khususnya dalam
pembiayaan ini, seperti membuai regulasi ditingkat daerah dimana pemeriniah
daerah dapat mendapatkan porsi pembiayaan khusus atau melalui bantuan swasta
dan lainnya, dengan melakukan pemberdayaan dan pembinaan sekaligus
pemberian bantuan dana pengoperasian kepada, TPS 3R dan Bank Sampah

€. Subsistem Peran serta Masyarakat
Tanpa adanya peran serta masyarakat semua program pengelolaan persampahan

yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan pada masyarakat untuk

dapat membantu program pemerintah dalam kebersihan adalah membiasakan
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masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan prograim persampahan yaitu
merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar
dan merata, merubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah vang
kurang baik dan faktor-faktor soasial, struktur dan budaya setempat.
Menurut Wibowo dan Djajawinata (2004), ada tiga pendekatan yang harus
dilakukan dalam pengelolaan sampah yakni pendekatan aspek teknis, pendekatan
aspek kelembagaan dan pendekatan aspek keuangan dan manajemen.
Oleh karena 1itu sistem pengurangan sampah sebagaimana yang disebutkan dalam
undang-undang no 18 tahun 2008 adalah salah satunya menggunakan metode 3R,
dilaksanakan dalam wadah bangunan tempat pengelolaan sampah, dimana dalam
wadah TPS 3R ini terdapat :

- Bangunan

- Pengkomposan dan pengkaryaan

- Peralatan dan mesin penczcah

- Pelatihan

- Sosiiisasi

- Manajemen pelaksanaan dan pemasaran

B. Penelitian Terdahulu
Sehubungan topik penelitian ini, beberapa kajian dengan topik yang
sama/atau yang berhubungan langsung dengan topik ini sebelumnya akan

dibicarakan sebagai berikut.



Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

PENUL JUDUL METODOLO | HASIL/KESIMPUL PERSAMAAN PERBEDAA
IS GI AN N
Nurul Akuntabilitas Menggunakan akuntabilitas Menggunakan teori
mukilda, | pelayanan pendekatan penyelenggaraan elwood dengan dumensi | bahiwa untuk
2013 publik  (studi | kualnauf, pelayanan IMB di | serta indikatomya : mengetahui
kasus Penehitian yang | kota Makassar yang 1. Akuntabilitas akuntabilitas
penyelengeara | dilakukan dilakukan oleh kantor | Hukum dan Kejujuran pelayanan
an  pelayanan | bersifat Pclayanan a. Kepatuhan tethadap publik vang
1Zin Desknptif Administras hukum. tenjadi dt Kota
mendirikan vaitu untuk Perizinan dan Dinas | b. Penghindaran Makassar
bangunan di | mengetahui Tata Ruang dan korupsi dan kolusi. khususnya
kota makassar | atau Bangunan belum | 2. Akuntabilitas Proscs | pada
meniggambarka | sepenuhnya a. Adanya kepatuhan pelayanan
n kenyataan akuntabel dalam | terhadap prosedur. IMB, yang
dan kejadian memberikan b. Adanya pelayanan termasuk
yang ditcliti pelayanan. Hal im publik yang responsif. dalam
atau penelitian | berdasarkan  bahwa | c¢. Adanya pelayanan kategon
yang dilakukan | Acuan pelayanan | publik yang cenmat. akuntabilitas
terhadap belum  berorientast | d. Adanya pelayanan proses (Sheila
variabel sepenuhnya kepada publik yang biaya Elwood)
mandir atau pengguna jasa . Hal | murah. yang terkait
tunggal, yaitu i, dilihat  dan | 3. Akuntabilitas dengan
tanpa lamanya waktu | program: prosedur yang
membuat pelayanan dan masih | a. Alternatif program digunakan
perbandingan adanya yang memberikan hasil | dalam
atau biaya ekstra yang | yang optimal. menjalankan
menghubungka | harus dikeluarkan | b. Mempertanggung tugas apakah
n dengan pengguna jasa; Solusi | jawabkan yang telah sudah cukup
variabel lain. pelayanan vang dibuat. baik. Hal im
Schingga dibenkzn 4. Akuntabilitas :
memudahkan | belm ; Kebijakan
. penubs unine CRIRIRTIKAR a.
{ mendapatiz- koracanes Mempertanggungjaw zt
data vane penegima ! kan kebijakan vazz |
objektf dala= 22 karena mest ade izjah diambil k
i rangkz | scSagET petugas . ropunal Sau
| mengetah . yang menerima . murzh biaya.
dan inemahami | imbalan atas bantuan (fokus hanya
Akuntabilitas yang dibenkan dan pada
penyelenggara | kemudahan akuntabilitas
an pelayanan pelayanan masih proses)
[zin bersifat diskriminasi:
Mendinkan Priontas
Bangunan di | kepentingan
Kota pengguna jasa belum
Makassar. sepequhnya di
prioritaskan, karcna
pengguna
jasa terkadang
menunggu dengan
sebab petugas
bersangkutan tak ada
di tempat
Widi Kinerja Pendekatan bahwa rendahnya | Membahas  mengenai | Fokus
hartanto, | pengelolaan metode yang kinerja produksi timbulan | penchtiannya
2006 sampah di digunakan pengelolaan sampah | sampah dan cara | kcpada
kota gombong | dalam di kota Gombong | penangannya, termasuk | kinerja,
Kabupaten penelitian ini disebabkan oleh | kaitan dengan aspek- | efektifitas
kcbumen adalah mctode | kurang  optimalnya | aspck pengelolaan | sarana/prasara
kualitatif dan sistem sampah na dalam
kuantitatif. pengelolaan sampah. pengelofaan
Pendekatan satpah,




metode berdasarkan
kualitatif analisis  teort
digunakan dun
untuk pethitungan
memberiKan inalematis.ant
predikat ara  lingkup
kepada kerja  dengan
variabel- jumlah
variabel sarananya
persepsi yang
dihasilkan dari
data desKriptif
guna
menarik suatu
kesimpulan.
Sedangkan
pendekatan
kuantitaut
digunakan
menganalisis
pengukuran
sCCaIy
Kuantitas
terhadap
variabel yang
dikaji atau
dianalisis.
Agus akuntabilitas Pendekatan Sacara  kescluruhan | Keberadaaan Akuntabilitas
subroto pengelolaan dalam akuntabilitas akuntabilitas begitu | dan
(2009) dana desa penclitian i | pengelolaan dana | vital terhadap | trasparansi
{ studi kasus adalah alokasi desa di desa | terciptanya diperlukan
pengelolaan pendekatan pao-pac  Kkccamatan | penyelenggarsan dun  penling
alokasi dana kuantitatif, tancte nlau benalan | pemerintahan yang | untuk
desa karena dengan  batk  dari | baik, demokratis dan | dipahami.
di desa-desa penclitian  imi | kescluruhan  dimensi | amanah. Kclembagaan | Mengingat
dalam wilayah | disajikan yang dipaparkan, | pemerintzhan yang | dalam
kecanatan dengan angka- | termasuk dalam | berakuntabilitas publik | pengcelolaan
tlogomuive angka. dimensi  transparansi | berarti lembaga | Dana Desa
kabupaten penehiti yang  menunjukkan | tersebut senantiasa | (ADD)
temanggung melakukan pengclolaan dana | dapat dilak~anznan
tahun 2008 ) pengamatan alokasi desa beralan | mempertanggunigiaw :b
secura trasparan  hal i, kan  scpals  Kemiais
langsung ke | temadi karena | vang diamanatk 2z
objek informasi vang | kepada lemhez
penelitian mudah  digkses dan | tesebut wrhondals
untuk meliba:  desz dan komunikasi lmms Regalan
dan dckat | vang  haik  oleh vang akan
kegiatan y=ng ; perangkai desa | dibiayai
dilakukan. ! sehingga melatul
Angket ' pengengelolaan duna Alokasi Dana
(kuesionct) alokasi desa dianggap Desa (ADD
adalah transpuran hanys dan
sejumlah dimensi control yang
pertanyaan perlu dioptimal
tertulis  yang | sementars dari
digunakan dimensi reabiliy,
untuk responsibilitas  dun
memperoleh responsivitas berjalan
informast dan | dengan baik,
responden
dalam arti
laporan tentang
pribadinya,
atau  hal-hal
yang ia ketahui
tentang
akuntabilitas
dan trasparansi
pengelolan
alokasi  dana
desa di desa

Pao-pao
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Kabupaten
Barmu dan
Dokuinentasi
adalah
digunakan
untuk
memperoleh
sejumlah data
melalui bahan
dokumen
tertulis hal-hal
yang sesual
dengan
kebutuhan
penelitian yang
dilakukan.

C. Kerangka Berpikir

Masalah sampah adalah masalah yang menjadi persoalan krusial saat ini, hal
tersbut terjadi dikarenakan peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus
dengan peningkatan produksi sampah yang dihasilkan, belum lagi dan aktivitas-
aktivitas masyarakat (perkantoran, perdagangan dan bisnis lainnya) yang semakin
berkembang pula, Jika tidak tertangani dengan baik maka akan menimbulkan
dampak bagi kesehatan, lingkungan, sosial dan ekonomi.

Jika ditinjau dari perkembangan pengelolaan sampah beberapa tahun ini,
pola penanganan sampah semakin tehun semakin baik, meskipun belum
menunjukan hasil dan memuaskan masyarakat secara keseluruhan. namun hal
tersebut belum bersesuaian dengan ketentuan kebijakan, peraturan-peraturan
penyelenggaraan pengelolaan sampah, misalnya pola penanganan sampah metode
ambil, angkut dan buang di TPA yang dilakukan oleh DLHK, dengan keterbatasan
jumlah karyawan dan cakupan layanan, sangat jelas akan menguras tenaga dan
biaya operasional DLHK.

Padahal jika melibatkan masyarakat masing-masing lingkungan terutama

yang telah memiliki TPS 3R maka produksi timbulan sampah akan tereduksi
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cukup signipikan untuk diangkut ke TPA, dan akan mengurangi beban biaya
operasional DLHK.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut diatas meskipun berjalan dengan baik, tetapi
jika ditinjau dari akuntabilitas penyelenggraan pengelolaan sampah, masih
dianggap belum optimal.

Oleh karena itu peneliti dalam menguraikan permasaiahan tersebut akan
meninjau akuntabilitas penyelenggaran pengelolaan sampah menurut teori
akuntabilitas Ellwood (1993) dalam Garini (2011:22) dengan dimensi
akuntabilitas dan indikatornya sebagai berikut :

a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran dengan indikator :

a. Kepatuhan terhadap hukum
b. Penghindaran terhadap kolusi dan korupsi
b. Akuntabilitas proses dengan indikator dengan indikator :
a) Adanya kepatuhan terhadap prosedur
b) Adanya pelayanan pubiix vang responsif
¢) Adanya pelayanan publik yang cermat
d) Adanya pelayanan publik yang biaya murah

¢. Akuntabilitas program dengan indikator :

a) Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal
b) Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat
d. Akuntabilitas kebijakan dengan indikator :

a. Mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah diambil



Kerangka pemikiran konseptual dari tesis ini digambarkan kedalam skema 2.1
kerangka pikir penelitian, dibawah ini

Skema 2.1

Kerangka Pikir Penelitian

EKSISTING
PENGELOLAAN
SAMPAH

¥

AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN
SAMPAH MENURUT TEORI ELWOOD
DENGAN DIMENSI SERTA INDIKATOR :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

a. Kepatuhan terhadap hukum.

b. Penghindaran korupsi dan kolusi.
2. Akuntabilitas Proses

a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur.

b. Adanya pelayanan publik yang responsif.

c. Adanya pelayanan publik yang cermat.

d. Adanya pelayanan publik yang biaya murah.
3. Akuntabilitas program:

a. Arematif program yang memberikan hasil yang optma!

5. Mempertanggung iawabkan yang telah dibuat.

. Akuntabilitas Kebijakan

a. Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambii

I

AN RSERA 1-;:&\;%
&

4 ]

KOTA YANG BERSIH

D. Operasionalisasi Konsep
Untuk memudahkan konsep permasalahan dalam penelitian ini, maka
penulis mengemukakan beberapa definisi operasional konsep teori Ellwood

(1993) tentang dimensi beserta indikatornya, sebagai berikut :



I. Akuntabilitas hukum dan kejujuran
a. Kepatuhan terhadap hukum diartikan sebagai kepatuhan terhadap
undang-undang 18 tahun 2008, perda, pergub, perturan menteri,
instruksi-instruksi, SOP kebersihan termasuk didalamnya PTMP yang
telah dibuat oleh pemda
b. Penghindaran korupsi dan kolusi diartikan sebagai upaya untuk
menghindarkan diri dan orang lain (karyawan/staf) dari perilaku kolusi
dan korupsi dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah
2. Akuntabilitas proses
a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur diartikan sebagai kepatuhan
terhadap prosedur penyelenggaraan pengelolaan sampah
b. Adanya pelayanan publik yang responsif diartikan sebagai
pelayanan persampahan yang cepat tanggap terhadap keluhan dan
kebutuhan masyarakat
c. Adanya pelavanan pubiix vang cermat diartikan sebagai peiavanan
yang bersifat teliti, seksama, dan tidak sembrono daiam bekerja
d. Adanya pelayanan publik yang biaya murah diartikan sebagai
pelayanan persampahan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat
dan sebanding dengan kebutuhannya.
3. Akuntabilitas program
a. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal diartikan
sebagai program yang bersesuain antara keinginan dari atas (fop down)

dan keinginan masyarakat dari bawah (botrom up)
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b. Mempertanggungjawabkan yang telah dibuat diartikan sebagai
program-program kegiatan yang tertuang dalam DIPA DULHK akan
dipertanggungjawabkan kepada bupati dan DPRD

4. Akuntabilitas kebijakan
a. Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diamb:l diartikan
sebagai kebijakan yang bersifat taktis pelaksanaan penyelenggaraan

pengelolaan sampah dilapangan
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Sesuat dengan sifat permasalahan dan obyek kajian, maka penelitian ini
mengunakan deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah dengan
mendeskripsikan hasil wawancara untuk mengetahui atau menggambarkan
kenyataan dari kejadian yang diteliti schingga memudahkan penutis untuk
mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami
akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kota di Kabupaten Mamuju
Provinsi Sulawesi Barat

Pada teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara
yang kemudian akan diperoleh data dari hasil wawancara tersebut. Dengan
menggunakan teknik wawancara sebagai salah satu teknik untuk memperoleh data

maka hubungar peneliti dengan narasumber’ ‘n¥>—mzn bersifat independen.

Tipe penelitian desktintif vang dimaksudkan untuk memberikan
gambaran  secara jelas mengena: masalah-masalah  yang  diteliti,
menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistematis, dimaksudkan untuk
memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti yaitu
tentang akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kota di Kabupaten

Mamuju Provinsi Sulawesi Barat

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
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B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Untuk mendapatkan sumber informasi dalam penelitian int diharapkan dari
orang-orang yang berpotensi dan mempunyai pedoman sebagai informan
mengenai akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kota di Kabupaten
Mamuju Provinsi Sulawesi Barat

Pemilihan informan dilakukan dengan memilih informan yang dianggap
mengetahul  persoalan yang ada atau dipandang mengetahui dan mampu
memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian ini. Secara umum
informan dalam penelitian ini terdiri dari empat kategori, yaitu: informan dari
pthak pemerintah setempat. Sasaran utama penelitian ini adalah Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju yang berkaitan dengan
faktor-faktor utama yang mendukung dan mendorong terciptanya pola
akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kota di Kabupaten Mamuju
Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, keterlibatan masvarakat menjadi penting
dalam menjaga dan mengendalikan sampah secara berkelaniuian.

Adapurn sumber yang menjadi informan dalam peaeiitian 1nt begjumian i<
orang vang terdiri dari 5 orang dari unsur pemerintah daerah seperti Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju, 1 orang dari dinas
permukiman dan perumhan dan 4 orang dari masyarakat setempat khususnya

yang memproduksi sampah setiap hari.
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C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam’ penelitian adalah peneliti itu sendiri dengan
berbagai media yang dapat dipakai sebagai alat bantu dalam pengumpulan
informasi dan segala data yang dibutuhkan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat

Nasution (dalam Masdar, 2011:76) bahwa instrumen utama dalam penelitian

kualitatif adalah peneliti sendiri sehingga peneliti secara langsung melihat

dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi dan mendengarkan dengan telinga
sendiri sehingga tindakan awal yang dilakukan adalah validasi. Diperkuat oleh

Yuwana (Bugin, 2001:101) bahwa kenapa peneliti sendiri dipandang sebagai

instrument utama penelitian karena gejala empiris dilapangan terkadang sulit dan

tidak dapat dibayangkan sesuatu muncul sebagai gejala empiris dalam
masyarakat.

Ada beberapa langkah yang ditempuh oleh peneliti sebagai instrument
utama daiam penelitian, yakni:

1. Penciliii sebagai instrumen utama, berusaha menjalankan fungsi peneliti secara
efektif dalam mengamati berbagai aspek situasi dan kondisi di lapangan untuk
tujuan pengumpulan data yang dibutuhkan.

2. Peneliti berusaha meningkatkan kepekaan dalam merespons setiap fenomena
sosial yang terjadi, berkaitan dengan proses interaksi sosial yang terjadi antara
pemerintah dan masyarakat.

3. Membuat kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan, dengan tetap

melakukan penegasan, perubahan dan perbaikan bila di nilai perlu.



. Pedoman observasi ini adalah catatan tertulis berisikan petunjuk-petunjuk dan
pedoman bagi peneliti untuk melakukan observasi di lapangan, agar observasi
lapangan tidak keluar dari konteks fokus penelitian.

. Pedoman wawancara berisi petunjuk-petunjuk wawancara kepada subyek-
subyek (informan) yang akan diwancarai agar tidak keluar dari konteks tokus
penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam pada informan yang telah
ditunjuk dan ditentukan.

. Catatan lapangan yang digunakan pada situasi observasi yang bisa merupakan
laporan langkah-langkah peristiwa dan gambaran umum yang singkat pada
setiap lokasi.

. Alat perekam suara, berupa tape recorder digunakan terutama untuk membantu
pencatatan hasil wawancara dengan subyek (informan). Alat perekam ini tidak
hanya digunakan pada saat wawancara dilakukan, tetapi juga pada saat
pengamatan atau observasi lapangan di laksanakan, diskusi-diskusi dengan

pembimbing, dan seminar hasil penelitian.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Berdasarkan tujuan penelitian 1ni, yaitu mengambarkan secara

komprehensif tentang akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kota di

Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat , maka data yang diperlukan bersifat

deskriptif kualitatif. Untuk maksud tersebut, ada 3 (tiga) prosedur pengumpulan

data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: observasi, wawancara, dan

dokumentasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan tersebut:
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Observasi (ohscrver method) yaitu, melalui metode ini peneliti dapat
melihat langsung realitas sosial sehari-hari untuk memahami fenomena yang
dihadapi oleh subyek. Pengamatan dan mencatat secara sistematis terhadap
gejala-gejala yang diteliti, pengamatan yang dilakukan tentu berbeda dengan
pengamatan kehidupan keseharian sebab pengamatan dalam penelitian ini
memiliki syarat-syarat tertentu, seperti membatasi pengamatan dan dilakukan
secara cermat, schingga dapat menghasilkan pengamatan yang baik dan
merupakan jaminan bahwa hasil pengamatan sesuai dengan realitas yang menjadi
sasaran penelitian.Pengamatan yang dilakukan yakni dilakukan secara langsung,
adapun data yang dihimpun dalam pengamatan inmi adalah model akuntabilitas
Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kota di Kabupaten Mamuju Provinsi
Sulawesi Barat

1. Dalam pengamatan ini peneliti menyediakan dan mempersiapkan (1)
catatan-catatan (check list), (2) alat elektronik seperti tustel atau
handycam. dan tape recorder, (3) memusatkan perhatian pada data-data
yang relevan, (4) mengklarifikasi gejala dalam kelompok yang tepat, dan
(5) menambah bahan persepsi tentang obyek yang diamati. Dimana
instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri.

2. Wawancara mendalam (in-depyh Interview) yakni bertanya langsung
kepada para informan tersebut diatas baik mengunakan daftar pertanyaan
maupun tidak, secara mendasar dan mendalam yang signifikan dengan
penelitian.

Wawancara merupakan metode yang banyak digunakan dalam

mendapatkan informasi dari khalayak (Kerlinger, 1973:269) dalam
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penelitian kualitatif, wawancara merupakan instrumen yang sangat
dominan dalam mengumpulkan data. Wawancara dimaksudkan untuk
memperoleh keterangan, pendirian secara lisan dari seseorang secara
langsung, dalam wawancara ini tidak ditentukan terlebih dahulu siapa
dahulu yang akan diwawancarai, melainkan data atau informasi apa lagi
yang diperiukan dalam penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa data
dan informasi yang diperlukan dianggap sudah cukup. Data direkam
dengan mengunakan instrumen wawancara tidak berstruktur, kamera dan
tape recorder.

3. Teknik dokumentasi, terutama untuk mengumpulkan data, informasi atau
suatu peristiwa termasuk bahan yang sudah tertulis yang mendukung hasil
penelitian. |

Ada beberapa langkah dapat ditempuh dalam menyeleksi dokumen
yang dipandang sangat bernilai dan relevan dengan data yang dibutuhkan adalah
sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi situasi sosial dan makna suatu peristiwa atau suatu
perilaku  individu dan komunitas dengan mempertimbangkan waktu
dan tempat dimana suatu peristiwa sosial terjadi.

b. Dalam hubungan dengan identifikasi, perlu di kenali kesamaan dan
perbedaannya, yaitu menfokuskan pada suatu obyek, suatu peristiwa,
tindakan dan perilaku yang dilakukan secara sama dan tentu dalam
batas- batas situasi sosialnya, pada waktu yang sama, situasi peristiwa
yang sama akan ditanggapi secara berbeda, oleh individu yang berbeda,

dari kalangan yang berbeda dan dalam waktu dan tempat yang berbeda.
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¢. Selanjutnya mengenali relevansi teoritis atas data yang diperoleh dengan
mengharapkan dapat dipahami hubungan antara makna praktis (situasi
riil) dan representasi simboliknya (nilai ideal) Bugin (2001:143-144)
E. Metode Analisis Data

Berdasarkan tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini, yakni
mengambarkan secara komprehensif kondisi sampah perkotaan dan berusaha
mencari cara dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam
mengendalikan pengelolaan sampah, maka metode analisis yang digunakan adalah
bersifat deskriptif-analitik kualitatif yakni mendeskripsikan dengan memakai
teori-teori sebagai landasan, mengklasifikasikan dalam bentuk narasi, diolah
menjadi ringkas dan sistimatis dengan verifikatif menuju kesimpulan dan bila
dibutuhkan akan digunakan analisis deskriptif sebagai penguat.

Disadari bahwa cin penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai
instrumen utama dalam proses penelitian, maka penelitian in1 data dianalisis sejak
peneclitian  berlangsung hingga berakhirnya proses pengumpulan data.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Idham (2007:75) bahwa pcneliti yang
melakukan penelitian kualitatif sudah harus memulai penulisan laporan penelitian
sejak berada dilapangan karena proses analisis yang dilakukan bersamaan dengan
proses pengumpulan data, maka kecil kemungkinan terjadinya kekurangan data
kerena peneliti akan dengan mudah melihat unsur-unsur analisis yang hilang atau
tidak dibicarakan dengan informan pada saat penggunaan metode wawancara dan
pengamatan langsung.

Langkah awal yang penulis lakukan adalah membuat kategori-kategori

dalam bentuk lembaran-lembaran. Data yang penulis dapatkan kemudian
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dimasukkan ke dalam ketegori yang sesuai, misalnya data tentang latar belakang
informan, data tentang kondisi sosial budaya yang mendorong terciptanya pola
interaksi sosial merupakan kategori data sehingga memudahkan penulis
mengklasifikasinya.

Langkah selanjutnya direduksi dengan mencari intinya (abstraksi), hasil
abstaraksi tersebut disesuaikan dengan temuan-temuan lain yang berfungsi
sebagal penguat atau pengaya data. Pada saat yang sama temuan data juga
‘dikonﬁrmasikan kembali kepada informan untuk memperkuat data sehingga
validitasnya nampak atau kelihatan (pengabsahan data). Langkah-langkah tersebut
sejalan dengan pendapat Moleong (2002:103) bahwa analisa data adalah proses
pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian
dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesa kerja yang didasarkan oleh
data. Data berupa hasil transkripsi hasil wawancara, catatan observasi, dianalisis
dengan: 1) menelaah seluruh data yang telah diperoleh dengan cara membaca,
mempelajari dan memahami secara mendalam data-data tersebut, 2) mereduksi
data dengan cara abstraksi, abstaraksi merupakan proses menganalisis dan
merangkum intisari data, 3) memeriksa keabsahan data.

Pendapat Moleong tersebut di  atas, bercirikan kualitatif dengan
pendekatan deskriptif, analitik dan interperetatif. Langkah tersebut, di perkuat
oleh langkah-langkah pengolahan data yang dikemukakan oleh  Creswell
(1994:152) dimana data-data tersebut ditafsirkan oleh penulis secara terus-
menerus data dan informasi yang diperoleh memelalui keterkaitan antara

fenomena berdasarkan kerangka konseptual yang telah ditentukan.
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Adapun analisis data selama pengumpulan data berlangsung dan setelah
selesai pengumpulan data, yakni; pada saat wawancara peneliti telah melakukan
analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, sampai pada tahap tertentu untuk
memperoleh data yang valid dan kredibel. Analisis ini dilakukan secara interaktif
dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sampai datanya dianggap
cukup atau sudah jenuh.

Kemudian tahap akhir, melakukan reduksi data yakni merangkum,
memilih, mengabstraksi, dan mentransformasi data yang telah dipetroleh dari hasil
catatan lapangan untuk dicari tema dan polanya. Hal ini membantu peneliti untuk
mempertajam fokus, membuat kategorisasi, dan menyususun klasifikasi guna
pendalaman dan penyusunan rencana kerja lebih lanjut. Maka pada tahap ini
tentunya data yang tidak relevan dengan pertayaan dasar penelitian, dipasahkan.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data
(data display) ke dalam pola hubungan yang bermakna, agar memudahkan untuk
memahaminya. Akhimya penarikan kesimpulan dan verivikasi. Langkah ini
merupakan tahap ketiga analisis data, yakni pemarikan kesimpulan dan verifikasi
dari hasil reduksi dan penyajian data sebelumnya. Ketiga model atau langkah
tersebut dilakukan atau dianalisis secara terus-menerus, interaktif, dan bersiklus

selama pengumpulan data lapangan hingga seluruh proses penelitian berakhir.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Obyek Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian
yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun hal-hal yang akan
dikemukakan dalam bab ini terdiri dari keadaan geografis, keadaan demografi,
dan batas-batas wilayah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

1. Kondisi Geografi

1. Letak Wilayah

Secara Geografis Kabupaten Mamuju terletak pada Bagian Barat Pulau
Sulawesi dan berposisi pada bentangan Selat Makassar, yakni 1 38 > 110 “ -2 54
> 552 “ Lintang Selatan, 11 54 47 “— 13 5 © 35 “ Bujur Timur, Jakarta (0 0 © 0 “,
Jakarta = 160 48 28 *“ Bujur Timur Green Witch). Dengan batas wilayah :

a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Mamuju Tengah

b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Majene, Kabupaten Tana Toraja dan
Kabupaten Mamasa.

d. Sebelah Barat dengan Selat Makassar.

Kabupaten Mamuju dengan luas wilayah 524.131 Ha, secara administrasi
Pemerintahan, terdiri atas 16 Kecamatan, 143 Desa, 10 Kelurahan, dan 4 (UPT)
Unit Pemukiman Transmigrasi. Diantara 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten
Mamuju, 15 kecamatan berada di wilayah daratan dan 1 kecamatan di wilayah

kepulauan.
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Ibukota Kabupaten terletak di Kecamatan Mamuju. Berdasarkan orbitasi,
Kecamatan vang letaknya terjauh dari ibukota kabupaten adalah Ibukota
Kecamatan tommo yaitu sejauh' 100 Km, dan ibukota kecamatan yang terdekat
dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Simboro yang berjarak 1 K dari
kecamatan Mamuju.

Kabupaten Mamuju juga memiliki wilayah kepulauan yakni Kecamatan
Kepulauan Bala-Balakang, yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Simboro
dan Kepulauan. Pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Kepulauan
Bala-Balakang adalah Pulau Salissingang, Samataha, Popoongang, Saboyang,
Malamber, Sumanga, Sabakatang, Ambo, Seloang, Lamudaan, Tapilagan dan
Pulau Lumu, yang letaknya di Selat Makassar dan berbatasan dengan Pulau
Kalimantan.

2. Luas Wilayah

Mengenai luas wilayah perkecamatan, jumlah Desa dan Kelurahan serta
UPT pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4. 1. Luas Wilayah, Jumlah Desa, Kelurahan dan UPT pada
Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Mamuju

Ne. Kecamatan Luas(Ha) | Prosentase | Desa/UPT | Kelurahan
1. | Tapalang 50411 6,29 7 2
2. | Tapalang Barat 12,714 1,59 7 -
3. | Mamuju 16.024 2,00 4 4
4. | Simboro 9.169 1,14 6/1 2
5. | Kalukku 46.199 5,76 1111 2
6. | Kalumpang 177.821 22,19 13 -
7. | Bonehau 95.076 11,86 9 -
8. | Papalang 16.043 2,00 9 -
9. | Sampaga 9.594 1,20 7 -
10. | Pangale 23.252 2,90 9 -
11. | Tommo 58.828 7,34 14 -
12. | Kep. Bala-balakang 9.000 0,11 2 -
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Jumlah 524.131 100,00 98/2 10

Sumber : BPS, Mamuju Dalam Angka, 2016
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa luas wilayah Kabupaten
Mamuju seluas 524.131 Ha, kecamatan Mamuju memiliki luas 16.024 Ha dan
Kecamatan Simboro memiliki luas 9.169 Ha, kedua wilayah kecamatan tersebut
adalah kecamatan yang menjadi fokus DLHK
3. Keadaan Alam dan Iklim
a) Jenis Tanah
Berdasar data geologi Kabupaten Mamuju, jenis tanah di daerah ini dapat
digolongkan 5 (lima) jenis, yakni tanah Alluvial, Regosol, Andosol dan tanah
Mediteran. Sedang untuk kandungan geologi di Kabupaten Mamuju secara garis
besarnya dibagi menjadi 2 (dua), yakni kelompok bahan galian konstruksi dan
kelompok galian industri.
b) Iklim
Secara klimatologis Kabupaten Mamuju tidak memiliki perbedaan dengan
daerah lain di Indonesia yaitu hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau
dan penghujan. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin bertiup dan
Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim
kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin yang
banyak mengandung uap air berhembus dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga
terjadi musim hujan.
¢) Keadaan Demografi
Adapun Keadaan Demografi Kabupaten Mamuju Akan diuraikan

Sebagai berikut :
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1) Kependudukan
Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Staustik. penduduk

Kabupaten Mamuju pada tahun 2013 berjumlah 284.026 jiwa yang tersebar di 15

Kecamatan.
Tabel 4.2.
Data Penduduk Per Kacamatan Kabupaten Mamuju 2016
Jumlah Jiwa
No Kecamatan - - Jumlah
Laki - Laki Perempuan
1 | Tappalang 10.244 10.128 20.372
2 | Tappalang Barat 5.101 5.088 10.189
3 | Mamuju 34.388 33.633 68.021
4 | Simboro 14.314 13.927 28.241
5 | Balak-balakang 1.415 1.239 2.654
6 | Kalukku 29.741 28.836 58.577
7 | Papalang 12.155 11.784 23.939
8 | Sampaga 7.898 7.721 15.619
9 | Tommo 12.238 10.959 23.197
10 { Kalumpang 6.154 5.706 11.860
11 | Bonehau 5.050 4.539 9.589
Jumlah 138.698 133.560 272.258
B. Hasil

Akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan sampah di Kabupaten
Mamuju Provinsi Sulawesi Barat

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Mardiasmo (2006 : 5) bahwa
akuntabilitas terdin dari dua macam yaitu akuntabilitas vertikal (pertanggung
jawaban ke atasan) dan akuntabilitas horisontal (pertanggung jawaban ke
masyarakat), dengan dimensi dan indikatornya (Ellwood, 1993) sebagai berikut :

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran dengan indikator :

a) Kepatuhan terhadap hukum
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b) Penghindaran terhadap kolusi dan korupsi

2. Akuntabilitas proses dengan indikator dengan indikator :

a) Adanya kepatuhan terhadap prosedur
b) Adanya pelayanan publik yang responsif
¢) Adanya pelayanan publik yang cermat

d) Adanya pelayanan publik yang biaya murah

3. Akuntabilitas program dengan indikator :

a) Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal

b) Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat

4. Akuntabilitas kebijakan dengan indikator :

a) Mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah diambil

Berikut petikan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Dan

Kebersihan (DLHK) Kabupaten Mamuju, masyarakat dan pihak-pihak yang

berkaitan dengan penelitian ini.

1.

Akuntabilitas hukum dan kejujuran
a. Kepatuhan terhadap hukum
Menurut kepala dinas DLHK kabupaten Mamuju yang berinisial HM,
menyatakan bahwa :

“.. meskipun saat ini PERDA persampahan masih dalam masa
penggodokan di DPRD tetapi dalam pelaksanaanya DLHK kabupaten
Mamuju dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada tugas
pokok dan fungsi DLHK yang terbaru, sesuai dengan aturan
kelembagaan yang baru dan Standar Operasional Pelaksanaan
persampahan yang disesuaikan dengan perencanaan teknis
manajemen persampahan (PTMP) yang pada tahun 2015 disusun oleh
konsultan dari Satker PLP Kementerian PU . (wawancara, Mei
2017)..”
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Lebih lanjut Salah seorang stat berinisial A dari satuan kerja PLP

bidang persampahan meluruskan bahwa :

“....kepatuhan dalam hukum adalah kepatuhan dalam menjalankan
undang-undang (UU) pengelolan sampah No 18 tahun 2008.

b. Penghindaran terhadap korupsi dan kolusi
Menurut kepala seksi kebersihan yang berinisial AM :

“... kami berusaha melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-
baiknya sesuai dengan tupoksi organisasi saat ini, otorisasi dalam
menjalankan penyelenggaraan pengelolaan sampah harus dijawab
dengan kerja yang maksimal, jujur dan ikhlas. Intinya kami bekerja
dan pagi sampai sore, kadang lembur sampai jam 24 malam tanpa
ada tambahan uang lembur (wawancara, Mei 2017)..”

Ditambahkan oleh kasie perlengkapan dan peralatan berinisial HS

“... untuk menghindari adanya praktek pemungutan sampah yang
pilihkasih, karena keluarga atau teman, maka kebijakan kami
pemungutan retribusi sampah tidak dilakukan oleh petugas

kebersihan 1tu sendin tetapi oleh kolektor yang telah ditunjuk
(wawancara, Juni 2017)..”

2. Akuntabilitas proses
a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur
Wawancara dengan AM kasie kebersihan :
..... prosedur pengambilan sampah dari rumah tangga/kontainer

sampah menggunakan motor sampah atau truk sampah yang kemudian
diangkut langsung ke TPA adi-adi (wawancara, juni 2017).”

[3

“..... metode pemungutan sampah secara umum adalah ambil, angkut
dan buang ke TPA (wawancara, juni 2017).”

b. Adanya pelayanan publik yang responsif
Wawancara dengan staf DLHK sekaligus koordinator/pengawas

wilayah berinisial AW, bahwa :
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R setiap saat sampah selalu timbul atau terkadang kami
mendapatkan telpon adanya sampah yang tidak terangkut oleh petugas
kebersihan oleh karenanya motor patroli sampah akan bergerak
kewilayah-wilayah tersebut pada saat itu juga(wawancara, juni
2017). '

c. Adanya pelayanan publik yang cermat
Wawancara dengan staf DLHK sekaligus korditor/pengawas wilayah
berinisial AW, bahwa :

..... dalam melaksankan tugasnya, misalnya untuk yang menggunakan
truk sampah, maka personil terdiri dari 2 orang diatas truk dan 2 orng
yang mengangkat sampah ke truk, sedangkan yang menggunakan
motor sampah terdiri dart 2 orang yaitu 1 orang driver dan 1 atau 2
orang yang mengangkat sampah ke bak motor (wawancara, juni
2017).”

Sebagai pembanding atas kinerja DLHK Kabupatn Mamuju, kami
melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat, antara lain :
Warga kelurahan rimuku yang berinisial BA

saya ini warga yang bertempat tinggal dipinggir jalan,
pengangkutan sampah dilakukan setiap harinya menggunakan truk
sampah untuk mengmbil sampah langsung dan bak sampah yang
terdapat di masing-masing rumah, namun terkadang pada wilayah
tertentu masih terdapat sampah yang bertumpuk, contohnya di sekitar
jembatan perumahan PEMDA, pinggir kanal dan lain-lain
(wawancara, Mei 2017)..”

Warga kelurahan karema yang beinisial AS

“.petugas kebersihan biasanya mengambil sampah masih
menggunakan motor sampah, terkadang dua hari sekali
(wawancara, Mei 2017)..”

Namun pada kelurahan yang sama disckitar BTN AMPI, petugas
kebersihan jarang sekali datang,

“.. sudah hampir 1 bulan ini petugas kebersihan tidak datang
mengambil sampah, padahal kami sudah membeli bak-bak sampah

dari DLHK, kami juga membayar retribusi Rp 5000 tiap bulannya,
daripada bau terpaksa kami membuang sampah dibelakang rumah
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saja, ujar salah seorang warga yang berinisial MG dan MD
(wawancara, Mei 2017)

Adanya pelayanan publik yang biaya murah
Wawancara dengan HS kasie perasarana dan sarana :
“... blaya retribusi persampahan untuk skala perumahan/permukiman

memang sangat murah dan tidak mencukupi, berkisar Rp.5000 per
rumah tangga . (wawancara, Mei 2017)..”

3. Akuntabilitas program

1.

Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal
Menurut kepala dinas DLHK kabupaten Mamuju yang berinisial HM,
menyatakann bahwa :

“... program kegiatan DLHK khususnya dalam bidang kebersihan, tentu
akan merujuk kepada visi misi kepala daerah yaitu Mamuju Mapaccing
(kabupaten mamuju yang bersih dan indah), oleh karena itu program
kerja tahunan kami (renja) akan disesuaikan dengan visi misi yang ada.
Program kerja SKPD juga diambi! dan beberapa masukan masyarakat
pada saat MUSREMBANG kabupaten . (wawancara, Mei 2017)..”

“... dalam menjalankan visi misi tersebut kamt bekerja sama atau
berbagi tugas dengan dinas perumahan dan permukiman kabupaten
mamuju  untuk tupoksi pemeliharaan taman kota, anjungan dan
pedistrian. (wawancara, Mei 2017)..”

Sementara itu salah seorang eselon IV yang berinisial HS,
menyampaikan :

‘... fokus pelaksanaan kegiatan yang kami laksanakan ini adalah
bagaimana mengangkut sampah ke TPA, sehingga sampah-sampah ini
tidak menimbulkan gangguan kesehatan dan estetika kota, adapun
aleternatif program penanganan sampah sesuai dengan yang disarankan
dalam PTMP belum dapat dilaksanakan secara penuh selain karena
belum ada landasan peraturan bupati khusus penanganan persampahan,
juga karena keterbatasan pembiayaan. Memang TPS 3R di mamuju
sudah banyak dibangun oleh Satker PLP, namun tidak berjalan dan
berfungsi pungkasnya . (wawancara, Mei 2017)..”
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2. Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat
Wawancara dengan HM kepala DLHK :
“... kesemua program - yang menjadi otaoritas kami (terdapat dalam
DIPA DLHK), dipertanggung jawabkan secara vertikal (bupati dan
DPRD), indikator penilaianya dilihat dari penyerapan anggaran dengan
hasil lapangan, pada setiap tahunnya, dan akan diaudit oleh inspektorat
kabupaten (bawasda) . (wawancara, Mei 2017)..”
4. Akuntabilitas kebijakan
a. Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil
Wawancara dengan AM, kasie kebersihan, bahwa :
“... terkadang dalam proses pelaksanaan kegiatan terdapat hal-hal yang
sifatnya diluar mekanisme misalnya dana operasional belum dapat
dicairkan, atau terdapat kejadian kerusakan diluar perencanaan anggaran
sebelumnya, sedangkan sampah jika tidak diangkut akan menimbulkan
masalah bagi kami, maka pimpinan (eselon) akan mengambil kebijakan
mengambil dana talangan dari porsi lainnya yang terdapat di DIPA

DLHK atau tindakan lainnya yang tidak dapat di sebutkan kepada
saudara. (wawancara, Mei 2017)..”

C. Pembahasan

Akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan sampah di Kabupaten
Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dimanahkan kepada Dinas
Lingkungan Hidup (DLHK) Kabupaten Mamuju, yaitu berdasarkan Peraturan
Bupati Nomor 31 tahun 2016 pada pasal 12, bidang kebersihan DLHK
Kabupaten Mamuju, mempuyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis, pembinaan kegiatan

pengelolaan sampah
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b. Melakukan koordinasi, evaluasi dan pengawasan terhadap
penyelenggaran pengeloaaln kebersihan sesuai ketentuan dan
peraturan yang berlaku.

¢. Menginventaris permasalahan - permasalahan dan menyiapkan
data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya.
Melaksanakan pengelolaan persampahan, sarana dan prasarana
kebersihan.

d. Melakukan koordinasi dengan semua stakeholder untuk
melaksanakan konservasi, rehabilitasi dan pemulihan kualitas
lingkungan khususnya dalam hal pengelolaan sampabh;

e. Melakukan kerja sama dan pembinaan terhadap pemerhati
lingkungan yang bergerak dalam bidang kebersihan kota;

f. Pelaksanaan tugas lain untuk diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya;

Dalam diagram berikut ini, SOP DLHK terdiri dari dua bagian yang

tidak sama persis, pada skema 1.1 skema tersebut melibatkan

masyarakat (pengolahan dan pemilahan) sebagai berikut :
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Skema 4.1.

Skema Standar Penyelenggaraan dan Pengelola Sampah
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Sedang dalam pelaksanaan kegiatannya DLHK membuat SOP dengan
menyesuaikan dengan kemampuan daerah dalam hal tenaga, armada,

dan keuangan
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PENGELOLAAN TEHNIK DAN PERSAMPAHAN KABUPATEN MAMUJU

No Proses / Kegiatan Pemroses Dokumen
Pemohon | DLHK TPA
A B D E F
L Pengajuan Masyarakat Pengisian biodata
pelanggan Sampah | A pelanggan
Kebersihan } &
a. Pelanggan menyiapkan Wadah tempat sampah
wadah tempat sampah di tempatkan berada di
2 depan rumah yang
b. Pelanggan memilah mudah terjangkau
jenis sampah. yang dengan tidak
dihasilkan dimasukan menganggu fasilats
ketempat sampah yang umum
telah disediakan
a. Pengangkutan Sampah Sampah yang diangkut
dengan  menggunakan langsung di bawah ke
3 mobil sampah tempat  pembuangan
‘____,*\ akhir (TPA)
b. Pengangkutan Sampah \
secara langsung ( door to B
door ) atau sampah Luar ‘
biasa / Hasil Kerja Bakti Y
a. Pengangkutan Sampah \
dengan  menggunakan d Sampah yang diangkut
4. Motor Fukuda Sampah ‘-\ langsung di bawah ke
4——’*\ % tempat pembuangan

b. Pengangkutan Sampah
secara langsung ( door tu

( Container ) yang telah
di tempatkan di

door ) atau sampah Luar \ \ beberapa titik
biasa / Hasil Kerja Bakti *
Pengangkutan mobil W Tempat Pembuangan
5. | sampah dengan Akhir (TPA ) Adi - Adi
melakukan pembongkaran S | DesaBotteng Kec.
di tempat pembuangan 7 Simboro
akhir ( TPA ) sampah yd
Melakukan pembersihan . Armada di istirahakan
6. | atas Armada Mobil / Motor A khusus mobil di parkir
Fukuda pengangkut 4 di halaman Kantor dan
sampah dan melaporkan 5! Motor Fukuda di
aktifitas rutin kepada * masing - masing driver
pengawas

Kedua skema tersebut memiliki perbedaan yaitu tidak adanya alur pemilahan

dan pengelolaan sampah dari sumber ataupun komposting (skema 4.2) fokus
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pelaksanaannya hanya terhadap pola pelayanan, ambil angkut dan buang ke
TPA. Pola pada skema tersebut (skema 4.2) sudah berjalan dengan baik,
seluruh jajaran DLHK bekerja dengan maksimal sesuai dengan pola skema
4.2, meskipun dibeberapa tempat terdapat wilayah yang tidak terlayani
ataupun sudah dilayani namun sampah masih berserakan, hal tersebut
dikarenakan keterbatasan dan kondisi tenaga dan prasarana persampahan
serta alokasi anggaran yang beium mencukupi , meski dari tahun ketahun
mengalami peningkatan.

Ketidakoptimalan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dilaksanakan
oleh DLHK terietak pada ketidakmampuan melibatkan seluruh stakeholder,
utamanya dalam pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dari
sumbernya, dengan adanya pemilahan dan pengolahan di lingkungan (RT,
dan TPS 3R) maka beban kinerja DLHK akan berkurang, berkisar 50% -70 %
reduksi sampah organik (wawancara dengan TFL pemberdayaan TPS 3R
Kabupaten Majene/Mamasa)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju dalam
pemberian pelayanan persampahan pada saat ini, mengacu pada Peraturan
Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi
Persampahan

Akuntabilitas yang terkait dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah
dengan DLHK Kabupaten Mamuju sebagai pemegang otorisasi tersebut, tidak
hanya menunjukkan etos kerja semata, tetapi juga mempertimbangkan
dampak yang ditimbulkan dan hasil akhirnya apakah akan menciptakan kota

yang bersih dan rapih
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Untuk memperoleh hasil tersebut maka pelaksanaan penyelenggaraan
pengelolaan sampah, akan ditinjau dari teort akuntabilitas menurut Ellwood
(1993) dalam Garini (2011:22) dimensi akuntabilitas dengan indikatornya
sebagai berikut :

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran dengan indikator

a. Kepatuhan terhadap hukum

Indikator ini berkaitan dengan probility and lagality accountability atau
compliance atau kepatuhan terhadap hukum/peraturan. Sebagai sebuah institusi
pemerintahan, DLHK Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan tugasnya
berpedoman regulasi persampahan, namun regulasi berupa perda persampahan
dan peraturan bupati sebagai juknisnya sampai saat ini belum mendapatkan
pengesahan dari legislatif, hal tersebut disampaikan oleh kepala dinas DLHK
dan kepala seksi bidang kebersihan, bahwa saat ini pelaksanaan kerja dinas
DLHK sementara ini berdasarkan pada tupoksi (tugas pokok dan fungsi)
kelembagaan yang baru yang termuat dalam PP 18 tahun 2016 tentang pedoman
penatazn perangkat daerah, SOP/Tupoksi dan PTMP, tapi dalam pelaksanaanya
pelayanan persampahan kepada masyarakat masih bersifat pada umumnya yakni
ambil, angkut dan buang di TPA.

Lebih lanjut Salah seorang staf berinisial A dari satuan kerja PLP bidang
persampahan meluruskan bahwa kepatuhan dalam hukum adalah kepatuhan
dalam menjalankan undang-undang (UU), dan UU yang dimaksud adalah UU
pengelolan sampah No 18 tahun 2008 dimana disebutksn bahwa “...Pengelolaan
sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan,

asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas
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keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah
bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan
serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Untuk mewujudkan hal tersebut
maka pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan daerah/kabupaten harus
menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang sesvai dengan
hirarki kewenangan, dan untuk saat ini pemprov. sulbar dan pemda kabupaten
mamuju belum mengeluarkan perda tentang pengelolaan persampahan.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah itu
sendir tidak dapat dibebankan kepada DLHK semata, tetapi aspek peran serta
masyarakat (TPS 3R) sebagaimana yang diamanatkan dalam PTMP kabupaten
mamuju harus dijalankan juga.

Jika melihat dari kenyataan dilapangan, TPS 3R-TPS 3R yang telah
dibangun oleh kementerian PU dan PR di beberapa lokasi dikabupaten mamuju,
tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini terjadi karena tidak adanya
pembinaan dan bantuan operasional dari DLHK kepada KSM TPS 3R, padahal
program tersebut dilaksanakan oleh pemerintah pusat pemda sudah menyepakati
pemberian bantuan pembinaan dan dana opersional dan tertuang puladalam
dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS)

b. Penghindaran terhadap kolusi dan korupsi.

Melaksanakan pekerjaan sebagai pelayan masyarakat tidak lepas dari
tupoksi organisasi dan integritas yang dimiliki oleh para staf/petugas DLHK.
Tanggung jawab tanpa mengenal waktu serta sesuai perintah pimpinan akan

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
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Persoalan kemudian terjadi ketika sifat manusiawi muncul, yang menyebabkan
seseorang menjadi melenceng dari norma-norma hukum dan etika, biasanya
dikarenakan hubungan kekerabatan, pertemanan, atau ketidaksukaan seseorang
kepada orang lain menyebabkannya berbuat tidak adil dan bertindak
deskrimanatif.
Pencegahan perilaku kolusi dan nepotisme seperti tidak mengambil sampah,
bagi rumah tangga yang tidak memberikan uang tambahan atau lebih
memprioritaskan wilayah (sekampungnya) tertentu daripada wilayah lain adalah
hal yang harus dipikirkan solusinya.
Oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut, maka kebijakan pemisahan
petugas yang memungut sampah dengan yang memungut retribusi sampah
(kolektor) dilakukan, ujar salah seorang kepala seksi yang berinisial HS

2. Akuntabilitas proses

Process accountability dalam hal ini digunakan prosedur, proses, atau
ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan, seperti

a. Adanya kepatuhan terhadap prosedu.

Prosedur dapat diartikan sebagai serangkain tindakan yang dilakukan
dengan cara yang sistematis dan baku untuk mencapaian tujuan yang diinginkan,
cara yang sistematis dan baku dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan
yang dimaksud, dengan mengaitkannya prosedur yang terdapat dalam SOP dan
PTMP, sebagaimana yang disampaikan oleh kasie kebersthan berinisial AM ,
bahwa Prosedur yang saat ini dilaksanakan oleh DLHK kabupaten mamuju

dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan SOP yaitu ambil, angkut dan buang,
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dimana sampah-sampah yang dari rumah tangga atau kontainer sampah yang
terdapat dipermukiman dan pasar-pasar diangkut dan dibuang ke TPA adi-adi.

Kepatuhan terhadap prosedur pelaksanaan kerja ini merupakan kewajiban yang
tidak dapat ditawar-tawar, karena merupakan salah satu standar penilaian kinerja

petugas kebersihan DLHK.

b. Adanya pelayanan publik yang responsif,

Pemberian pelayanan yang resposif, cepat dan tidak menunggu lama,
adalah salah satu cara DLHK kabupaten mamuju dalam menyelengarakan
pengelolaan sampah yang baik, keberadaan motor-motor patroli sampah
sebagimana disampaikan oleh staf kebersihan berinisial AW adalah salah
satunya, dikarenakan kemampuan motor tersebut bergerak cepat mengambil
sampah pada wilayah yang sulit dijangkau oleh truk, ataupun wilayah-wilayah
yang sampahnya luput terangkut oleh truk-truk pengangkut sampah, untuk
selanjutnya di ambil dan dibawah ke kontainer pengumpul.

¢. Adanya pelayanan publik yang cermat

Adanya pembagian tugas dalam satu tim kerja sebagaimana yang
disampaikan oleh AW yaitu 1 truk terdiri dari 2 orang di atas truk sebagai
penerima sampah dan 2 orang yang mengambil sampah dari bin kemudian
mengangkat sampah ke truk, adalah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan
kerja yang cermat.
proses pembagian tugas dalam 1 tim ini akan mencegah sampah banyak
berceceran di sekitar bin dan jalan yang dilalui, tetapi yang lebih penting lagi
memudahkan dan mempercepat pengambilan sampah dipermukiman-

permukiman.
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Meskipun demikian, dilapangan kadang terdapat hal-hal yang tidak seperti
direncanakan, terkadang dibeberapa tempat sampah-sampah masih bertumpuk
dan tidak diambil oleh petugas kebersihan, seperti yang disampaikan oleh MG
dan MD, hal tersebut belum tentu menunjukkan bahwa kinerja DLHK buruk dan
tidak cermat sesuai prosedur pengambilan sampah, namun lebih kepada

persoalan waktu pelayanan, cakupan wilayah dan tanggung jawab bersama,

d. Adanya pelayanan publik yang biaya murah.

Pelayanan publik yang murah bukan berarti biaya yang dikeluarkan
masyarakat betul-betul murah tetapi memenuhi standar retribusi sebagimana
yang dikemukakan oleh Syafaruddin dan Priyambada (2001), besaran retribusi
sampah adalah 1 % dar1 penghasilan per rumah tangga, jijka UMR saat in1
sebesar Rp. 1.600.000 /perbulan, maka retribusi persampahan senilai Rp. 16.000
Saat ini jika disesuaikan dengan perda retribusi untuk rumah tangga hanya
berkisar Rp.5000 perbulannya, jika dihitung secara ekonomis, biaya operasional
tidak akan sebanding dengan pemasukannya. Oleh karena itu pembiayaan
pengelolaan sampah agar tetap berjalan dan bertarif murah, harus dibebankan

langsung ke APBD.

3. Akuntabilitas program
a. Altematif program yang memberikan hasil yang optimal
Visi misi kepala daerah yaitu mamuju mapaccing (kabupaten mamuju
yang bersih dan indah) adalah program DLHK kabupaten mamuju pula, untuk

itu upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai visi misi tersebut harus
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mendapatkan dukungan, baik dari kebijakan program yang diusulkan ke DPRD
maupun dari segi penganggaran yang dibutuhkan. Pemerintah saat ini dalam
membuat program-program kegiatan didasarkan pada MUSREMBANG
(Mampu memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses
pemerintahan dan pembangunan (Herman Finner (1941) dalam joko widodo
(2011 : 67)), RPIMD, Renstra, Renja dalam lingkup visi misi tersebut, sehingga
program-program yang dibuat betul-betul akan bersesuaian antara program
pemerintah dengan keinginan masyarakat.

Dalam mewujudkan visi misi tersebut ada beberapa alternatif program yang
dapat dilakukan dan diterapkan agar penyelenggaraan program persampahan
memberikan hasil yang optimal, yaitu :

1). Pembuatan regulasi daerah, regulasi adalah dasar dalam melaksanakan
pekerjaan agar tidak terkena masalah hukum, sehingga semua tindakan dan
kebijakan yang diambi dapat dipertanggung izwabkan

2). Teknik operasional, pola penanganan sampah saat ini dengan metode ambil,
angkut dan buang adalah metode yang tidak efektif dan efisien, terutama dalam
hal beban tenaga, beban operasional dan pemeliharaan kendaraan yang cukup
besar

3). Kelembagaan, sudah waktunya program penataan dan pembentukan
kelembagaan ini dilaksanakan, adanya pemisahan antara regulator dan operator
yang jelas akan mengefektifkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan
persampahan dikabupaten mamuju, schingga akan lebih fokus dan jelas

tanggung jawabnya. Fungsi regulator sebaiknya di tupoksikan ke SKPD
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sedangkan fungsi operator di tupoksikan ke UPT (unit pelaksana teknis), BLU
(badan layanan umum), Perusda/BUMD atau diswastakan (pihak ketiga)
4) Peningkatan kerja sama antar instansi dan stakeholder, kerja sama yang
dimaksudkan adalah kerja sama program dan pembiayaan, selain antara SKPD
dilingkup kabupaten mamuju, juga perlibatan perusahaan swasta melalui dana
CSR yang dimiliki.
5) Peran serta masyarakat, perlibatan masyarakat dalam penyelenggaran
pengelolaan sampah sangat besar manfaatnya, program seperti reuse, reduce dan
recycle adalah cara yang sangat baik terutama dalam hal meminimalkan
timbulan sampah dari sumber
6) PHBS (pola hidup bersih dan sehat) adalah program kampanye dan edukasi
sanitasi yang harus digalakan, dengan perilaku PHBS ini masyarakat akan sadar
dengan sendiri betapa pentingnya kebersihan lingkungan itu.

b. Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat.

Program kegiatan SKPD DLHK dipertanggungjawabkan setiap tahunnya,
sebagaimana yang disampaikan kadis DLHK yang bernnisial HM, bahwa
kesemua program yang terdapat dalam DIPA DLHK akan dipertanggung
jawabkan secara vertikal (bupati dan DPRD), dan akan diaudit oleh inspektorat
kabupaten (bawasda), dan DLKH harus mampu memberikan jawaban berupa
pertanggung jawaban kerja (LPJ).

Hal tersebut juga sejalan dengan yang dikatakan oleh sahruddin rasul
(2002 :8) bahwa akuntabilitas adalah kemampuan membern jawaban kepada
otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap

masyarakat luas dalam suatu organisast
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4. Akuntabilitas kebijakan dengan indikator Mempertanggungjawabkan
kebijakan yang telah diambil.

Dalam ciri pemerintahan yang accountable yaitu mampu menjelaskan dan
mempertanggung jawabkan setiap kebijakan secara proporsional, maksudnya
adalah kebijakan-kebijakn yang diambil oleh pemerintah dalam pengelolaan
persampahan tidak keluar dari koridor peraturan dan rahasia jabatan, hal tersebut
disampaikan oleh kabid kebersihan DLHK bahwa kebijakan-kebijakan yang
diambil tetap memperhatikan aturan dan rahasia jabatan, apalagi jika itu
menyangkut anggaran, intern dinas dan antar eselon, termasuk juga jika terjadi
kondisi diluar kendali perencanaan semula, maka kami akan mengambil
tindakan-tindakan yang Dbersifat darurat, intinya bagaimana proses
penyelenggaraan pengelolaan sampah ini dapat berjalan, bagaimanaptn caranya,
namun tetap dipertanggungjawabkan baik kepada pimpinan, masyarakat maupun

ketika diaudit
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data-data penelitian guna
mengungkap dan menjawab pertanyaan penelitian tentang Akuntabilitas
Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten Mamuju Provinsi
Sulawesi Barat dengan mengunakan indikator/parameter, maka dapat disimpulkan
bahwa, jika ditinjau dari dimensi akuntabilitas (Ellwood), Akuntabilitas
Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kota di Kabupaten Mamuju vang
dilaksanakan oleh DLHK sudah berjalan dengan cukup baik (1.akuntabilitas
hukum dan kejujuran indikatorpenghindaran korupsi dan kolusi, 2. Akuntabilitas
proses dengan indikator adanya kepatuhan terhadap prosedur, adanya pelayanan
publik yang responsif, adanya pelayanan publik yang cermat, adanya pelayanan
publik vang berbiaya murah. 3 Akuntabilitas program  dengan indikator
mempertanggung jawabkan yang telah dibuat. 4. Akuntabilitas kebijakan dengan
indikator mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah diambil), namun
hasilnya belum optimal (1. Akuntabilitas hukum dan kebijakan dengan indikator
kepatuhan terhadap hukum. 2. Akuntabilitas proses dengan indikator pelayanan
publik yang cermat. 3. Akuntabilitas program dengan indikator altemnatif program

yang memberikan hasilyang optimal).

B. SARAN
Berdasarkan hasil interpretasi data dan kesimpulan di atas, maka untuk

bermanfaatnya penulisan ini, maka penulis merekomendasikan beberapa hal
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dalam rangka menerapkan akuntabilitas penyelenggaraan pengelolaan sampah di
kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

1. Memberikan himbauvan' kepada masyarakat khususnya pengguna
kendaraan roda empat agar menyediakan tempat sampah di kendaraan
masing-masing, dan bekerja sama dengan kepolisian dalam penindakan
pada saat sweeping kendaraan roda empat.

2. Menempatkan kontainer-kontainer sampah di tempat-tempat strategis yang
dapat diyjangkau oleh Rumah Tangga dan Mobil Truk Amrol DLHK
(contoh penempatan terlampir)

3. Meningkatkan koordinasi dan singkronisasi antar SKPD terutama dalam
mewujudkan kebersihan dan keindahan di Kabupatem Mamuju.(contoh
tupoksi dinas perumahan dan permukiman dalam pedistrian jalan dan
taman kota, sedang DLHK penyapuan jalan dan pengangkutan sampah
taman)

4. Membuat data base dan analisis kebutuhan biaya penvelenggaraan
pengelolaan  sampah, sebagai acuan dalam pembuatan kebsjakan,
perencanaan kerja dan strategi penyelenggaran pengelolaan sampah dalam
bingkai visi misi mamuju mapaccing,

5. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk berperan serta secara
aktif menanggulangi pengelolaan sampah

6. Melakukan pembinaan dan menghidupkan kembali tempat pengelolaan
sampah metode reuse,recycle dan reduce (TPS 3R) yang telah dibangun
oleh pemerintah pusat serta memanfaatkannya sebagai pengurang sampah

dari sumbernya.
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LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA
RISET TESIS

“AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN
SAMPAH KOTA DI KABUPATEN MAMUJU PROVINSI
SULAWESI BARAT”

OLEH :
Anas
NIM : 500654765

A Akuntabilitas hukum dan kejujuran dengan indikator ;

1. Kepatuhan terhadap hukum
Apakah dasar pelaksanaan kegiatan pada dinas lingkungan hidup dan
kebersihan (DLHK) kabupaten Mamuju?

2. Penghindaran terhadap kolusi dan korupsi

Bagaimana strategi pencegahan terhadap kolusi dan korupst dalam

pelaksanaan kegiaian asbersthan ?

Akuntabilitas proses dengan mdikz:or dengan indikator ¢

o

1. Adanya kepatuhan terhadap prosedur
Bagaimana prosedur pengambilan sampah yang selama ini
dilaksanakan?

2. Adanya pelayanan publik yang responsif
Bagaimana bentuk pelayanan persampahan yang rensponsif yang
dilaksanakan oleh DLHK kabuapten mamuju?

3. Adanya pelayanan publik yang cermat

Bagaiamana bentuk pelayanan persampahan yang cermat?
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4. Adanya pelayanan publik yang biaya murah

Apakah biaya atau tarif retribusi yang dipungut sudah memadai?

Akuntabilitas program dengan indikator :
1. Alternatit program yang memberikan hasil yang optimal
Bagaimana strategi program dan alternatif program yang
dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung sektor
persampahan di kabupaten mamuju?
2. Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat
Bagaimana bentuk pertanggung jawaban kebijakan program yang

telah dibuat oleh DLHK ?

Akuntabilitas kebijakan dengan indikator :

1. Mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah diambil

Terhadar peizksanzzn kegiatan di DLHK. teruiz—: -enangan |
Tzseizn persampahan {teknik operasionalnva) bagaimanz tmdzian

iaKtis para pelaksanz xebijakan”
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pelajaran IPS tentang jual beli dengan menanyakan siswa ketika siswa ke sebuah
warung untuk membeli telur 2 Kg, gula 4 Kg dll.

Berbagai cara yang dilakukan oleh guru dalam mengolah pelajaran secara
kreatif dan integratif sesuai dengan kemampuan peserta didik misalnya melalui
metode pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan membuat
pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa aktif dalam mengikuti proses
pembelajaran. Sehingga siswa mudah dalam memahami materi yang disampaikan
guru.

4. Indikator Profesional Guru dalam mengembangkan keprofesionalan secara
berkelanjutan dengan melakukan tindakan secara reflektif.

Guru kelas V SDN Kaligandu melakukan refleksi terhadap proses belajar
mengajar yang tujuannya untuk mengetahui kinerja yang telah dilakukan. Dari
tindakan refleksi guru akan mengetahui kelebihan dan kekurangannya dalam proses
belajar mengajar sehingga akan tahu hal-hal yang akan dilkukan berikutnya atau
sebagai evaluasi dalam meningkatkan keprofesionalannya.

Dalam meningkatkan keprofesionalan sebaiknya guru kelas V membuat
makalah sebagai hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) namun karena kesibukannya
pada tahun ajaran 2016-2017 belum sempat membuat PTK.

Untuk meningkatkan keprofesionalan guru diharapkan mengikuti kemajuan
zaman dengan belajar dari berbagai sumber agar tidak tertinggal dengan berbagai
informasi serta untuk menambah pengetahuannya. Terlihat dari hasil penelitian
bahwa guru kelas V dalam pembelajaran matematika juga telah menggunakan

berbagai alat informasi untuk mendapatkan materi yang akan disampaikan. Materi-
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